PELAKSANAAN IZIN USAHA PARIWISATA DI KOTA MAKASSAR by -, INDRA
SKRIPSI 
 
 
PELAKSANAAN IZIN USAHA PARIWISATA 
DI KOTA MAKASSAR 
 
 
 
 
 
OLEH : 
INDRA 
B121 13 343 
 
 
PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2017
i 
 
HALAMAN JUDUL 
 
Pelaksanaan izin Usaha Pariwisata di Kota Makassar 
 
OLEH 
INDRA 
B121 13 343 
 
SKRIPSI 
Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana 
Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara 
 
 
 
PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR  
2017 
 
 
 
i 
ii 
 
 
 
ii 
iii 
 
  
iii 
iv 
 
  
iv 
v 
 
ABSTRAK 
 
Indra (B 121 13 343), dengan judul “Pelaksanaan Izin Usaha Pariwisata 
di Kota Makassar” 
Dibimbing oleh Prof. DR. Aminuddin Ilmar, SH, M.Hum selaku pembimbing I 
dan DR. Anshory Ilyas, SH, MH selaku Pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan 
pelaksanaan atas izin usaha pariwisata di Kota Makassar. Penelitian ini 
dilakukan di Dinas Pariwisata Kota Makassar dan Badan Perizinanan Kota 
Makassar. Untuk menambah data-data sekunder, penulis juga melakukan 
penelitian di Panti Pijat yang beroperasi di Kota Makassar khususnya untuk 
Panti Pijat yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Panakkukang dan 
Kecamatan Wajo. Jenis data yang digunakan adalah primer dan data 
sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara (interview) dan 
observasi langsung pada lokasi penelitian. Metode analisis data 
menggunakan metode empiris. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan izin 
usaha pariwisata yang terfokus pada usaha panti pijat cukup berjalan dengan 
baik melalui mekanisme dan prosedur yang telah dibuat oleh pemerintah 
Kota Makassar serta beberapa aturan yang bersifat teknis dalam peraturan 
daerah nomor 5 tahun 2011 tentang tanda daftar usaha pariwisata dan 
peraturan walikota Makassar nomor 60 tahun 2015 tentang penyelenggaraan 
perizinan satu pintu. Aturan tersebut menjadi landasan dalam 
penyelenggaraan usaha panti pijat di Kota Makassar agar lebih terkendali 
dan sesuai dengan jalur nya.  
Namun dari aturan yang sudah ditetapkan masih ada beberapa 
pelanggaran yang terjadi di lapangan terkait dengan pelaksanaan usaha 
panti pijat yang ditemukan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan 
adalah kepemilikan izin usaha yang kadaluarsa, pelanggaran waktu 
beroperasi, ruangan pijat yang remang, adanya praktik asusila yang terjadi, 
dan tidak adanya standar khsusus usaha. Bukan hanya itu, selain dari 
pelanggaran yang terjadi, pelaksaan dari pengawasan pemerintah terhadap 
usaha panti pijat ini juga masih kurang maksimal karena kurangnya 
sosialisasi terhadap aturan yang berlaku kepada para pemilik usaha, kurang 
maksimalnya kinerja dalam hal pemantauan karena jumlah personil yang 
masih kurang, pemerintah masih lebih condong pada sumber informasi yang 
masuk tanpa ada pemantauan rutin. 
Selain pelanggaran yang terjadi, penulis juga melihat bahwa faktor 
yang mempengaruhi pelaksanaan usaha panti pijat itu adalah faktor dari 
aparat yang berwenang, serta faktor kesadaran dari masyarakat khususnya 
pemilik panti pijat. 
Kata Kunci : Izin, Usaha Pariwisata, Pelaksanaan dan Pengawasan 
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ABSTRACT 
 
Indra (B 121 13 343), entitled "Implementation of Tourism Business 
License in Makassar" 
Guided by prof. DR. Aminuddin Ilmar, SH, M. Hum as the supervisor of I and 
DR. Anshory Ilyas, SH, MH as Supervisor II.  
 
This study aims to determine and explain the implementation of 
tourism business permits in the city of Makassar. This research was 
conducted at Makassar Tourism Office and Makassar City Permit Board. To 
add secondary data, the authors also conducted a study at Massage Panti 
which operates in Makassar City, especially for Massage Panti which is in the 
coverage of the District of Panakkukang and District Wajo. The type of data 
used is primary and secondary data. Technique of collecting data by interview 
(interview) and direct observation at research location. Method of data 
analysis using empirical method. 
The results of this study indicate that in the implementation of tourism 
business licenses focused on massage parlance business is running well 
through the mechanisms and procedures that have been made by the 
government of Makassar City as well as some rules that are technical in 
regional regulations number 5 of 2011 on the sign list of tourism businesses 
and Makassar mayor regulation number 60 of 2015 on the implementation of 
one-door licensing. The rule becomes the foundation in the organization of 
massage parlors in Makassar City to be more controlled and in accordance 
with its path. 
But from the established rules there are still some violations that 
occurred in the field related with the implementation of massage parlance 
business found by the author through research conducted is the ownership of 
expired business permits, operating time violations, Immoral practices, and 
the absence of a particular business standard. Not only that, apart from the 
violations that occurred, the implementation of government supervision of 
massage parlance business is also still not maximized due to lack of 
socialization of the rules applicable to business owners, the lack of maximum 
performance in terms of monitoring because the number of personnel is still 
lacking, the government is still More inclined to the source of incoming 
information without regular monitoring. 
In addition to the violations that occurred, the authors also see that the factors 
that affect the implementation of massage parlance business is a factor of the 
authorities, as well as awareness of the community, especially the owners of 
massage parlors. 
 
Keywords: Permit, Tourism Business, Implementation and Supervision 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasar pada Pancasila 
dan UUD NRI 1945.1 Maka dari itu Indonesia menjamin hak dan kewajiban 
setiap warga negaranya agar berkedudukan sama dimata hukum dan 
pemerintahan.2 Pernyataan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum juga 
mempunyai konsekuensi, bahwa Negara menjadikan hukum sebagai sarana 
untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembentukan Negara,yakni dalam 
mewujudkan sebuah tatanan kehidupan yang disebut welvaarstaat (Negara 
Kesejahteraan), dimana rakyat terlindungi dan ditertibkan oleh sebuah 
tatanan yang disebut dengan hukum. Menurut Philipus M Hadjon bahwa 
perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan dilandasi 
oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.3  
Berbicara tentang prinsip Negara Hukum, konsep Negara Hukum 
Rechtstaat oleh Julius Stahl, maka diterangkan bahwa kedudukan sebuah 
Negara Hukum mengharuskannya memiliki beberapa karakteristik, 
diantaranya adalah penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan 
                                                          
1
 Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 
2
 Lebih lanjut lihat Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 
3
 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987, 
hlm. 71. 
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perundang-undangan (wetmatigheid van bestuur) dan Penjaminan terhadap 
hak-hak asasi manusia.4 Perwujudan dari konsep Negara hukum yang 
dimaksudkan oleh Philipus M Hadjon adalah penyelenggaraan pemerintahan 
berlandaskan atas peraturan perundangan-undangan seperti Undang-undang 
No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, bahwa negara berkewajiban 
melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan 
kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan 
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, 
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik5. Salah satu dari bentuk pelayanan publik adalah kegiatan 
yang berlatar belakang usaha yaitu usaha pariwisata. Penyelenggaraan 
kegiatan usaha pariwisata khususnya di Kota Makassar telah diatur dalam 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 2011 tentang Tanda Daftar 
Usaha dan Pariwisata. Namun ironinya adalah masih ada penyelenggaraan 
pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam 
berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak 
                                                          
4
  ibid 
5
 Lihat Undang-undang. BAB1. Pasal 1,ayat (1) Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
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sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang 
diharapkan, salah satunya adalah pembuatan Surat Izin Usaha (SIU). 
Biasanya dari surat izin usaha yang diterbitkan relative tidak sepenuhnya 
berdasarkan pada ketetapan dan prosedur yang sebagaimana semestinya 
harus melalui Undang-undang.  
Para pelaku bisnis kerap menyalahgunakan izin yang telah diberikan 
oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya, seperti 
pelanggaran izin usaha, penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai izin, 
bahkan usaha yang tidak memiliki izin. Hal ini tentu saja dapat mengganggu 
ketertiban masyarakat dan mengurangi pendapatan daerah dengan akibat 
yang lebih lanjut dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dasar 
pemberian izin yang salah satunya untuk bidang usaha yaitu tidak 
bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, ketertiban umum, 
dan keasusilaan6. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penegakan 
hukum atas peraturan-peraturan yang ada perlu dilakukan dengan tegas dan 
adil oleh pemerintah. Dalam hal pelanggaran perizinan penyelenggaraan 
usaha, penegakan hukum yang harus dilakukan secara berlanjut oleh 
pemerintah adalah pengawasan dan penegakan sanksi.  
                                                          
6 Adrian sutedi, S.H., M.H.,Hukum perizinan dalam sektor pelayanan public, (Jakarta:sinar 
grafika,2015), hal 32 
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Berbicara lebih lanjut terkait bidang usaha di Kota Makassar telah diatur 
dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda 
Daftar Usaha Pariwisata dan juga lebih lanjut terkait perizinannya diatur 
Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya untuk izin usaha 
pariwisata di Kota Makassar termuat dalam Peraturan tersebut pada pasal 23 
tentang Izin Usaha Kepariwisataan. Jenis Usaha Panti adalah salah satu 
jenis usaha bidang pariwisata yang menyelenggarakan kegiatan hiburan dan 
rekreasi, diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 2011 
pasal 22 (1)e tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.  
Penerbitan Peraturan Daerah di Kota Makassar dalam bidang usaha 
membuktikan bahwa penyelenggaraan usaha tidak hanya mengutamakan 
aspek penerimaan daerah, namun juga mengutamakan aspek keindahan, 
ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan. Hal ini juga berlaku atas 
penyelenggaraan usaha Panti Pijat yang termasuk dalam jenis usaha 
kepariwisataan. Usaha hiburan secara umum, dan usaha panti pijat secara 
khusus pada dasarnya bertujuan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat 
yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas kerja masyarakat karena 
telah melepaskan kejenuhan mereka setelah beraktivitas sehari-hari.  
Menjamurnya usaha panti pijat di Kota Makassar diharapkan membawa 
atmosfer persaingan yang positif di antara para pengusaha untuk 
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meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan. Namun pada 
praktiknya, beberapa tempat usaha panti pijat tidak memiliki surat izin Tanda 
Daftar Usaha Pariwisata. Seperti yang telah dikemukakan oleh pihak Dinas 
Pariwisata Kota Makassar, Ahmad7 bahwa ada beberapa usaha panti pijat di 
Kota Makassar yang ditengarai tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan 
seperti, tidak memiliki izin usaha, melanggar aturan jam kerja, bahkan ada 
yang kedapatan menyelenggarakan bisnis terselubung dalam hal praktik 
prostitusi yang dalam hal ini adalah kegiatan asusila. 
Hal ini tentu saja membuktikan bahwa beberapa tempat usaha panti 
pijat mengabaikan batas-batas dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan 
pemerintah dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta norma 
hukum itu sendiri sebagai dasar dalam menyelenggarakan usaha, demi 
mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Pemberian izin setiap jenis 
usaha dan pariwisata pada Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar 
Usaha Pariwisata,  jelas mengatur tentang ketentuan larangan yaitu 
khususnya pada Pasal 31 (1) bahwa “Usaha pariwisata dilarang 
menyelenggarakan usahanya sebelum memiliki Tandar Daftar Usaha dari 
Walikota”,  dan pasal 32 (1)c mengatur tentang setiap jenis usaha dilarang 
menyediakan tempat dan fasilitas yang memungkinkan terjadinya prostitusi 
dan asusila dan pasal 32(1)e larangan melakukan kegiatan yang dapat 
                                                          
7
 Detik.com diakses pada tanggal 11 Februari 2017 
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mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan dan kepercayaan warga 
masyarakat. Terkhusus untuk jenis usaha panti pijat ketentuan larangan pada 
pasal 32(2).  
Peraturan terhadap badan usaha telah diatur dan diberlakukan kepada 
para pelaku usaha dalam peraturan daerah tersebut, implementasi hukum 
yang tegas atas peraturan daerah oleh pemerintah sangat diharapkan untuk 
mengoptimalkan manfaat dari penyelenggaraan suatu kegiatan. Penegakan 
hukum disini termasuk pengawasan dan pemberian sanksi. Meskipun 
Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini sudah menjalankan fungsinya 
dalam penegakan hukum tersebut yaitu pengawasan dan pemberian sanksi. 
Namun, pelanggaran perizinan usaha khusunya usaha panti pijst masih 
ditemukan di banyak tempat di Kota Makassar. Masih dibutuhkan penegakan 
hukum yang lebih tegas serta pengawasan yang berlanjut guna mengetahui 
sejauh mana para pengusaha menaati peraturan yang berlaku.  
Berpijak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, 
meneliti, dan selanjutnya dituangkan kedalam suatu karya tulis dalam bentuk 
proposal dan skripsi dengan judul : “Pelaksanaan Izin Usaha Pariwisata di 
Kota Makassar” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis menguraikan 
rumusan masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pelaksanaan dan pengawasan pemerintah Kota 
Makassar terhadap izin usaha pariwisata? 
2. Bagaiamana hambatan dalam pelaksanaan pengawasan 
pemerintah Kota Makassar terhadap izin usaha pariwisata? 
 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan dan 
pengawasan pemerintah Kota Makassar terhadap izin usaha 
pariwisata  
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dalam 
pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap izin usaha 
pariwisata di Kota Makassar 
 
D. Kegunaan Penelitian  
1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan konstribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu di 
bidang Hukum khususnya dalam praktek perizinan suatu badan 
usaha. 
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat atau bahan masukan bagi para penegak 
hukum dan pemerintah pada khususnya dalam mengambiil  
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langkah pencegahan dan penanggulangan terkait dengan kasus 
yang diteliti yaitu praktik kegiatan asusila berkedok bisnis. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Perizinan 
1. Pengertian Izin 
Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari 
pemerintah. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau 
pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti 
memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.8Penegertian izin 
juga sering diistilahkan lain yang banyak memiliki kesejajaran dengan izin 
yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi.9 
Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan 
suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan 
tersebut. Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang 
sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti 
menyisihkan pelanggaran dalam hal khusus. Lisensi adalah suatu izin 
yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. 
                                                          
8
 http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan/, diakses pada hari Rabu tanggal 28 
Oktober 2015 jam 03.45 WITA 
9
 Mr. J.B Ten Berge J.M. Pengantar Hukum Perizinan. Yuridika. Jakarta, hal 2. 
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Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang 
memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan 
dengan izin khusus atau istimewa.  
Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang 
besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya 
pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan 
hak penyelenggaraannya kepada pemegang izin (konsesionaris) yang 
bukan pejabat pemerintah.  
Sesudah mengetahui pengertian dispensasi, konsesi, dan lisensi, 
dibawah ini akan disampaikan beberapa definisi izin menurut para pakar:10 
a. Ateng Syafruddin menyatakan bahwa: “Izin bertujuan dan berarti 
menghilangkan halangan, hal ini dilarang menjadi boleh, atau sebagai 
peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret”. 
b. Sjachran Basah menyatakan bahwa: “Izin adalah perbuatan hukum 
administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan 
dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana 
ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”. 
c. Bagir Manan menyatakan bahwa: “Izin dalam arti luas berarti suatu 
persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan 
                                                          
10
 Ridwan H.R. Hukum Administrasi Negara Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006, Hal 
207 
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untuk memperolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu 
yang secara umum dilarang”. 
d. E. Utrecht menyatakan bahwa: “Bila pembuat peraturan umumnya tidak 
melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal 
saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, 
keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan 
tersebut bersifat suatu izin (vergunning)”. 
N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti 
luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling 
banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan 
izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. 
Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang 
atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan-keadaan tertentu 
menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-
undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang 
memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang 
sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang 
demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini 
adalah paparan luas, dari pengertian izin.11 
                                                          
11
 N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, 
(Surabaya : Yuridika, 1993), hlm. 2-3 
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Sedangkan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada 
suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat 
undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk 
menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Hal yang pokok pada izin 
(dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali 
diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang 
disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas 
tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi 
perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar 
tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu 
(dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).12 
 
Pengertian izin juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata 
Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam ketentuan 
tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang 
merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya 
seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 
Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada 
                                                          
12 Ibid.
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izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut 
sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan. 
 
Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut, dapat 
disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu 
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada 
peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari 
pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu, instrumen 
yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa 
konkret, dan prosedur dan persyaratan.13 
Izin adalah salah satu instrumen yuridis yang paling banyak 
digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin 
sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. 
Dalam arti luas, Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan 
undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu 
menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.14 Yang 
menjadi pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan 
dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-
ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti 
diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Penolakan izin hanya 
                                                          
13 Ridwan HR, op. cit, hlm. 201-202 
14
 Mr. J.B Ten Berge J.M. Op.cit, hal 5. 
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dilakukan jika kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi atau 
bila karena suatu alasan tidak mungkin memberikan izin kepada semua 
yang memenuhi kriteria. 
 
2. Unsur – Unsur Perizinan 
Dari pengertian di atas ini ada beberapa unsur dalam perizinan, 
yaitu:15 
a. Instrumen yuridis Pemerintah bertugas untuk menjaga ketertiban, 
keamanan, dan menciptakan kesejahteraan. Dalam rangka memenuhi 
hal tersebut pemerintah diberikan kewenangan dalam bidang 
pengaturan, yang pada akhirnya membutuhkan instrumen yuridis untuk 
mengahadapi peristiwa konkret individual dalam bentuk ketetapan. 
Ketetapan menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki 
seseorang untuk memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak 
boleh. Jadi dalam hal ini izin merupakan instrumen yuridis yang 
digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi dan mengatur peristiwa 
konkret. Fungsi pelayanan dan pengaturan oleh pemerintah harus 
didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan 
prinsip dari negara hukum. Pembuatan dan penerbitan ketetapan 
perizinan harus didasarkan kepada kewenangan yang dimiliki dan diatur 
                                                          
15
 Sri Pudyatmiko Y. Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan. Grafindo. Jakarta. 2009, Hal 25 
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melalui peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar itu, perizinan 
menjadi tidak sah. 
b. Organ pemerintah Organ pemerintah merupakan organ yang 
menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat 
daerah.  
c. Peristiwa konkret Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada 
waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum 
tertentu.  
d. Prosedur dan persyaratan Permohonan izin harus memenuhi prosedur 
tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain 
prosedur juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan 
oleh pemberi izin. Biasanya persyaratan dan prosedur perizinan 
berbeda-beda bergantung kepada jenis izin dan instansi pemberi izin. 
 
3. Fungsi dan Tujuan Perizinan 
Fungsi Perizinan dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu 
sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai 
tujuan. Izin digunakan sebagai instrumen untuk mempengaruhi para warga 
agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan 
konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak 
instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang 
masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan.  
16 
 
Adapun mengenai fungsi perizinan, hal ini tergantung pada 
kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret 
menyebabkan keragaman pula dari fungsi izin ini, yang secara umum 
dapat disebutkan sebagai berikut:16  
a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitasaktivitas 
tertentu, misalnya izin pembangunan.  
b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).  
c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin 
membongkar pada monumen-monumen).  
d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah 
padat penduduk).  
e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitasaktivitas (izin 
berdasarkan “drank en horecawet”, dimana pengurus harus memenuhi 
syarat-syarat tertentu). 
Tugas pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu 
tugas mengatur dan memberikan pelayanan kepada umum. Tugas 
mengatur meliputi pembuatan-pembuatan peraturan yang harus dipatuhi 
masyarakat, sedangkan tugas memberi pelayanan kepada umum meliputi 
tugas-tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana finansial dan 
                                                          
16
 Sri Pudyatmiko Y. Perizinan, Op.cit, Hal 30 
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personal dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan 
sosial, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. 
Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, 
karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi 
masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin 
ini akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk 
mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara 
yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan yang konkrit.17 
Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak 
instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang 
masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat 
diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. 
Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan 
pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Menurut Prajudi 
Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat 
diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat. 
Izin dapat pula digunakan pemerintah untuk mengendalikan dan 
mengontrol kegiatan masyarakat. Hal seperti itu misalnya nampak dalam 
hal anggota masyarakat sebagai pemegang izin diwajibkan untuk 
mendaftar ulang ataupun mengajukan perpanjangan izinnya untuk setiap 
                                                          
17
 N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, op. cit, hlm. 5 
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periode tertentu. Dalam hal seperti itu setiap kali pendaftaran ulang atau 
perpanjangan dilakukan, maka akan dilihat pula dampak dari kegiatan 
yang diizinkan. Apabila kegiatan itu memberikan dampak positif bagi 
masyarakat di sekitarnya maupun bagi pemerintah sendiri, atau setidak-
tidaknya tidak menimbulkan kerugian dan dampak negatif bagi pihak lain, 
maka perpanjangan atau pendaftaran dapat dilayani. Hal tersebut penting 
untuk diperhatikan, mengingat dalam Hukum Ekonomi, asas pengawasan 
publik dan asas campur tangan terhadap kegiatan ekonomi merupakan 
bagian dari asas utama 
Tujuan pemerintah mengatur sesuatu hal dalam peraturan perizinan 
ada berbagai sebab: 
a. Keinginan mengarahkan/mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu 
(misalnya izin bangunan). 
b. Keinginan mencegah bahaya bagi lingkungan (misalnya izin 
lingkungan). 
c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (misalnya izin tebang, izin 
membongkar monumen) 
d. Keinginan membagi benda-benda yang sedikit jumlahnya (misalnya 
izin menghuni di daerah padat penduduk). 
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e. Keinginan untuk menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitasnya 
(misalnya pengurus organisasi harus memenuhi syarat-syarat 
tertentu).18 
Kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya 
adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai 
peruntukan, di samping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna 
dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Lebih 
jauh lagi melalui sistem perizinan diharapkan dapat tercapainya tujuan 
tertentu di antaranya:19 
a. Adanya suatu kepastian hukum 
 
b. Perlindungan kepentingan hukum 
 
c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan 
 
d. Pemerataan distribusi barang tertentu 
 
4. Bentuk dan Isi Perizinan 
Unsur-unsur tertentu dapat ditemukan dalam hampir semua izin. 
Demikianlah dalam izin dinyatakan organ pemerintahan mana yang 
memberikannya dan siapa yang memperoleh izin tersebut. Selanjutnya 
dinyatakan untuk apa izin diberikan dan alasan-alasan apa yang 
                                                          
18
 N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, op. cit, hlm. 4-5 
19 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan 
Publik, (Bandung: Nuansa, 2012), hlm. 94-95
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mendasari pemberiannya. Kalau izin diberikan dengan syarat. Syarat-
syarat ini di cantumkan pula dalam ketetapan perizinan. Sesuai dengan 
sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan tertulis, secara umum izin 
memuat hal-hal sebagai berikut:20 
a. Organ yang berwenang. Dalam izin dinyatakan siapa yang 
memberikannya biasanya dari kepala surat dan penandatangan izin 
akan nyata organ mana yang memberikan izin.  
b. Yang dialamatkan. Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan, 
biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan 
permohonan, oleh karena itu keputusan yang memuat izin akan 
dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. 
c. Dictum. Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum 
harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. 
Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan 
oleh keputusan dinamakan dictum, yang merupakan inti dari 
keputusan, memuat hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh 
keputusan itu.  
d. Ketentuan-ketentuan. Pembatasan-pembatasan, dan syarat-syarat. 
Ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada 
keputusan yang menguntungkan. Pembatasan-pembatasan dalam izin 
memberi, memungkinkan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut 
                                                          
20
 Sri Pudyatmiko Y. Perizinan, Op.cit, Hal 35 
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tindakan yang dibolehkan, pembatasan ini merujuk batasbatas dalam 
waktu, tempat dan cara lain. Terdapat syarat, dengan menetapkan 
syarat akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya 
suatu peristiwa dikemudian hari yang belum pasti, dapat dimuat syarat 
penghapusan dan syarat penangguhan.  
e. Pemberi alasan. Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti 
penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan 
hukum dan penetapan fakta.  
f. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan. Pemberitahuan tambahan 
dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat 
dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang 
mungkin diberikan pada ketidakpatuhan mungkin saja juga merupakan 
petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan 
permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ 
pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang 
atau dikemudian hari.  
Dari uraian diatas jelas bahwa, inti dari regulasi dan deregulasi 
proses perizinan adalah pada tata cara dan prosedur perizinan. Untuk itu 
maka isi regulasi dan deregulasi haruslah memenuhi nilai-nilai :  
a. Sederhana.  
b. Jelas 
c. Tidak melibatkan banyak pihak.  
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d. Meminimalkan kontak fisik antar pihak yang melayani dengan pihak 
yang dilayani.  
e. Memliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan 
secara luas. dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan 
hukum ini oleh organ pemerintahan diciptakan hak-hak (izin) dan 
kewajiban-kewajiban tertentu bagi yang berhak. 
 
5. Macam-macam Kelengkapan Izin Usaha 
Dalam mendirikan badan usaha seperti dibutuhkan berbagai 
kelengkapan administrasi berupa izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi 
terkait sehingga usaha dapat dijalankan secara legal. Adapun berbagai 
kelengkapan izin usaha yang diberlakukan di Indonesia saat ini terdiri 
dari21 : 
a. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) 
Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) merupakan salah satu 
kelengkapan izin usaha yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan ataupun 
kantor kecamatan dimana usaha tersebut didirikan. Surat Keterangan 
Domisili Usaha ini biasanya dibuat untuk mengurus berbagai dokumen 
lainnya terkait dengan pendirian sebuah badan usaha, seperti SIUP, 
                                                          
21
Lihatfile:///D:/skripsi/unhas/bahan%20skripsi/12%20Macam%20Kelengkapan%20Izin%20Usaha%2
0Yang%20Perlu%20Anda%20Ketahui.htm.di akses pada tanggal 9 Februari 2017, pukul 16.56 WITA. 
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TDP, NPWP, dan lain-lain. Biasanya hanya diperlukan waktu satu hari 
untuk mengurus surat keterangan ini jika persyaratannya sudah 
lengkap. 
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan  nomor yang diberikan 
kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana administrasi perpajakan yang 
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak 
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nomor wajib 
pajak biasanya akan dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. 
Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak 
dan pengawasan administrasi perpajakan. Untuk mendapatkan 
kelengkapan usaha berupa Nomor Pokok Wajib Pajak, seorang wajib 
pajak baik secara pribadi maupun lembaga dapat mengajukan 
permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor 
Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) di wilayah 
wajib pajak tinggal. 
c. Usaha Dagang (UD) 
Usaha Dagang (UD) atau yang juga sering disebut sebagai Perusahaan 
Dagang (PD) pada umumnya merupakan perusahaan perseorangan 
yang dikelola oleh orang perseorangan. Meskipun bukan badan usaha, 
para pemilik UD/PD biasanya juga membutuhkan tanda bukti yang sah 
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untuk dapat menjalankan usahanya. Tanda bukti berupa Izin Usaha 
Dagang dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan Izin Usaha 
kepada Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan 
setempat. 
d. Surat Izin Tanda Usaha 
SITU adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, dan 
badan usaha untuk memperoleh izin tempat usaha sesuai dengan tata 
ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Dasar 
hukum untuk SITU biasanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 
berupa Perda. Masa berlaku SITU umumnya paling lama 3 (tiga) tahun 
dan bila telah habis masa berlakunya bisa diperpanjang apabila 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan sepanjang subjek dan/atau 
objek tidak mengalami perubahan. 
e. Surat Izin Prinsip 
Surat Ijin Prinsip adalah suatu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah 
daerah yang diberikan kepada pengusaha atau badan usaha yang 
akan melakukan kegiatan usaha di suatu daerah. Surat Izin Prinsip 
inilah yang memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi dan 
meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. 
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f. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) 
Merupakan surat Izin untuk pengusaha menengah kecil yang 
membutuhkan legalitas atau pemenuhan berkas untuk mendukung 
usaha yang bergerak di bidang industri. Izin usaha ini wajib dimiliki 
oleh usaha yang memiliki modal sebesar Rp 5 juta sampai Rp 200 
juta. Untuk mendapatkan surat ini pengusaha dapat mengajukan di 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Tingkat II Kabupaten 
atau Kota. Sedangkan bila usaha sudah berkembang dan meliputi 
usaha besar dapat mengajukan di Pelayanan Perizinan Terpadu 
Tingkat I Provinsi atau BKPM. Setiap daerah terkadang terdapat 
perbedaan dalam kepengurusan Izin Usaha Indsutri. Untuk itu 
diperlukan pencarian informasi lebih lanjut tentang syarat pengajuan di 
daerah serta dokumen yang dibutuhkan sesuai jenis industri yang 
dijalankan. 
g. Surat Izin Usaha Perdagangan 
Surat Izin Usaha Perdagangan Adalah surat izin yang dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha 
perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun 
perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha 
perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan 
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domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik 
Indonesia. 
SIUP terdiri atas tiga kategori yaitu : 
1) SIUP Kecil, diterbitkan bagi perusahaan yang memiliki modal 
disetor dan kekayaan bersih dibawah Rp. 200 juta di luar tanah 
dan bangunan. 
2) SIUP Menengah, diterbitkan bagi perusahaan yang memiliki 
modal disetor dan kekayaan bersih Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta 
di luar tanah dan bangunan. 
3) SIUP Besar, diterbitkan bagi perusahaan yang memiliki modal 
disetor dan kekayaan bersih di atas Rp. 500 juta di luar tanah 
dan bangunan. 
h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Adalah tanda bukti badan usaha yang 
telah melakukan kewajibannya dalam melakukan pendaftaran 
perusahaan dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan 
oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan, atau dapat 
diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa. Perusahaan yang 
wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah badan usaha yang 
berbentuk Badan Hukum, Koperasi, Persekutuan (Komanditer/CV, 
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Firma, PT), dan Perorangan. Khusus Perusahaan Kecil Perorangan 
yang dijalankan secara pribadi, mempekerjakan hanya anggota 
keluarga terdekat, tidak memerlukan izin usaha, dan bukan merupakan 
suatu badan hukum atau suatu persekutuan dikecualikan dari wajib 
Daftar Perusahaan. 
i. Tanda daftar Industri 
Merupakan izin untuk melakukan kegiatan industri yang diberikan 
kepada semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan 
investasi perusahaan sebesar Rp. 5.000.000 – Rp. 200.000.000, tidak 
termasuk tanah dan bangunan. Perusahaan yang ingin mendapatkan 
TDI, dapat mengajukan permohonan kepada dinas perindustrian 
setempat di setiap kabupaten/kota 
j. HO Surat Izin Gangguan 
HO (Hinderordonnantie) atau yang sering disebut Surat izin gangguan 
adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan 
gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha 
di suatu tempat.  
Surat izin ini di keluarkan oleh Dinas Perizinan Domisili Usaha di daerah 
tingkat dua (Kabupaten/Kota), biasanya setiap daerah memiliki aturan 
yang berbeda dalam mengeluarkan Surat Izin Gangguan. Izin 
ini dikeluarkan untuk mereka yang memiliki kegiatan usaha, baik usaha 
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pribadi maupun badan usaha di lokasi tertentu yang berpotensi 
menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan 
ketertiban umum. 
k. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
IMB adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada 
pribadi, sekelompok orang, atau badan untuk membangun dalam 
rangka pemanfaatan ruang sesuai dengan izin yang diberikan. 
Dalam setiap IMB akan diikuti dengan retribusi IMB, yaitu pungutan 
daerah atas pemberian izin mendirikan bangunan yang besarnya 
berbeda- beda di setiap daerah.  
Tujuan adanya IMB adalah untuk menciptakan tertib bangunan dan tata 
guna lahan agar sesuai dengan peruntukannya, sehingga setiap 
orang tidak leluasa membangun walau di atas tanah hak milik sendiri 
kalau tidak sesuai peraturan. 
l. Izin BPOM 
Izin BPOM merupakann surat izin yang dikeluarkan oleh Badan 
Pengawas Obat dan Makanan guna melindungi masyarakat terhadap 
bahaya konsumsi suatu produk makanan dan minuman serta obat-
obatan. Produsen makanan, minuman serta obat yang disajikan dalam 
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suatu kemasan tertentu, wajib mendaftarkan produknya ke BPOM guna 
memperoleh izin penjualan dan peredaran di masyarakat.  
Pendaftaran produk makanan tersebut dilakukan dengan cara datang 
langsung ke kantor Badan POM yang terletak di Jln. Percetakan Negara 
No.23 Jakarta Pusat pada jam kantor. Registrasi produk obat dilakukan 
di Gedung B atau Gedung Biru yang merupakan layanan satu atap. 
B. Badan Usaha Bidang Pariwisata  
1. Pengertian Bidang Usaha Pariwisata 
Badan usaha yang digeluti oleh sekelompok atau persorangan demi 
menyelenggarakan kegiatan usaha memiliki salah satu jenis bidang yang 
dimana kita kenal dengan bidang usaha pariwisata. Badan Usaha dibidang 
pariwisata sebagaimana diatur dalam perda Kota Makassar Nomor 5 
Tahun 2011 Bab I pasal 1(12) mengatur bahwa “Usaha Pariwisata adalah 
usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan 
kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata”. Seperti halnya 
badan usaha pada bidang lain, usaha dibidang pariwisata juga memiliki 
tujuan yang sama secara aspek perekonomian yaitu untuk mendapatkan 
laba dan menujang kesejahteraan hidup baik itu secara perkelompok 
maupun perseorangan  
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Bidang usaha pariwisata juga merupakan salah satu bentuk usaha 
yang menyediakan barang dan / atau jasa sesuai dengan jenis dan 
aktivitas masing-masing usaha, jenis usaha ini tidak pula terlepas dari 
aturan yang sudah ditentukan dalam peraturatan perundang-undangan 
yang berlaku.  
2. Bidang Usaha Pariwisata  
Banda usaha pariwisata juga memiliki beberapa bidang  
sebagaimana telah diatur dalam Perda Kota Makassar No.5 Tahun 2011  
BAB VI Bagian Pertama Bidang Usaha Pariwisata Pasal 14 tentang 
Bidang dan Jenis Usaha Pariwisata sebagai berikut : 
a. usaha daya tarik wisata; 
b. usaha kawasan pariwisata; 
c. usaha jasa transportasi; 
d. usaha jasa perjalanan wisata; 
e. usaha jasa makanan dan minuman; 
f. usaha penyedian akomodasi;  
g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; 
h. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan  insentif, konferensi 
dan  pameran; 
i. usaha jasa informasi pariwisata; 
j. usaha jasa konsultan pariwisata; 
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k. usaha jasa pramuwisata; 
l. usaha wisata tirta; dan 
m. spa. 
Setelah melihat beberapa bidang usaha pariwisata, peneliti lebih 
menfokuskan pada bidang usaha pariwisata untuk unsaha 
penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. 
 
3. Jenis Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi 
Usaha yang tergolong pada bidang usaha pariwisata juga memiliki 
beberapa jenis usaha yang juga diatur dalam perda Kota Makassar Nomor 
5 Tahun 2011 Paragraph 7 tentang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan 
Hiburan Dan Rekreasi pasal 22(1) sebagai berikut :  
a. gelanggang olah raga; 
b. gelanggang seni; 
c. arena permainan; 
d. hiburan malam; 
e. panti pijat; 
f.   taman rekreasi; 
g. karaoke; 
h. jasa impresariat. 
i.   Salon  kecantikan 
j.   tukang cukur (barber shop) 
k. kolam memancing. 
l.   bioskop 
m. mesin permainan  
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n. pentas pertunjukan satwa 
o. balai pertemuan umum 
p. dunia fantasi 
 
C. Ketentuan Pelaksanaan dan pengawasan Usaha Panti Pijat Di Kota 
Makassar 
1. Dasar Pelaksanaan Usaha Panti Pijat di Kota Makassar 
Seperti yang diketahui bahwa panti pijat adalah salah satu jenis 
usaha di bidang kepariwisataan, dimana dalam penyelenggaraan atau 
pelaksanaan usahanya harus mendaftarkan usahanya kepada pemerintah 
kota sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 5 Tahun 2011 pasal 30 (1) tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata 
yang menyatakan bahwa : 
“Untuk  menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana maksud 
dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 29 pelaku usaha pariwisata wajib 
mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Kota”  
 
Pelaksanaan Usaha Panti Pijat sebagai salah satu dari jenis usaha di 
bidang pariwisata yang beroperasi di Makassar tentunya melibatkan 
pemerintah dalam hal pelaksanaan usaha panti pijat tersebut. Adapun 
pihak yang dalam hal ini adalah pemerintah yang memiliki wewenang 
terhadap pelaksanaan usaha panti pijat di Kota Makassar telah di atur 
dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Tanda Daftar Usaha Pariwisata pasal 1 yaitu :  
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“Pasal 1” 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :  
1. Kota adalah Kota Makassar 
2. Walikota adalah walikota Makassar 
3. Badan adalah Badan Perizinan Terpadu dan Penanam Modal Kota 
Makassar 
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanam Modal Kota Makassar 
5. Dinas Teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang 
bertanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian sesuai tugas dan fungsinya. 
Terkait dengan pihak pemerintah yang berwenang terhadap usaha 
pariwisata (panti Pijat) di Kota Makassar, penulis dapat menggabarkan 
bahwa pelaksanaan izin usaha pariwisata (panti Pijat) di Kota Makassar ini 
adalah Walikota Makassar yang mendelegasikan kewenangan terkait 
urusan penerbitan atas izin usaha pariwisata kepada Badan Parizinanan 
Terpadu dan Penanam Modal Kota Makassar serta untuk urusan teknis 
dan pemberian rekomendasi atas izin yang nantinya akan dikeluarkan oleh 
Badan, didelegasikan kepada Dinas Pariwisata Kota Makassar karena 
melihat bahwa usaha pariwisata berada pada ruang lingkup 
kepariwisataan dan secara otomatis juga bahwa dinas yang berwenang 
dalam hal teknis penyelenggaraan dari usaha pariwisata di Kota makassar 
ini adalah Dinas Pariwisata Kota Makassar. 
Dalam hal pelaksanaannya, usaha peanti pijat tidak hanya 
melibatkan pihak pemerintah sebagai subjek pelaksanaan dari usaha ini. 
Masyarakat dalam hal ini pemilik usaha dan pengunjung dari usaha penati 
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pijat juga memiliki aturan yang mengikatnya untuk kemudian melihat 
bahwa pelaksanaan usaha ini dapat terkendali sesusi dengan aturan yang 
melandasinya. Adapun dasar ketentuan dari pihak-pihak yang termasuk 
dalam pelaksanaan usaha ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata pasal 10, pasal 12, 
dan pasal 13 yang menyatakan bahwa : 
Pasal 10 
“Pemerintah Kota dalam mengatur dan mengelola urusan 
kepariwisataan wajib menciptakan iklim yang kondusif untuk 
perkembangan usaha pariwisata, memelihara, mengembangkan 
peninggalan sejarah, seni, dan budaya.” 
 
Pasal 12 
“Setiap wisatawan berkewajiban : 
a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, 
dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;’ 
b. memelihara dan melestarikan lingkungan; 
c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan 
d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar 
kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.” 
 
Pasal 13 
“Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban : 
a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya 
dan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; 
b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab; 
c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; 
d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan 
dan keselamatan wisatawan; 
e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan 
kegiatan yang berisiko tinggi; 
f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan 
koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan 
menguntungkan; 
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g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk 
dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja 
lokal; 
h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan 
pendidikan; 
i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan 
program pemberdayaan masyarakat; 
j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar 
kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan 
tempat usahanya; 
k. memelihara lingkungan yang sehat,bersih dan asri; 
l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; 
m. menjaga citra Negara dan Bangsa Indonesia melalui kegiatan 
usaha kepariwisataan dan ; 
n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”       
 
2. Prosedur dan Mekanisme Perizinan Usaha Panti Pijat 
Usaha karaoke di dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 
Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata termasuk dalam 
bidang Usaha Pariwisata dengan jenis usaha Penyelenggaraan Kegiatan 
Hiburan. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menyelenggarakan usaha 
karaoke wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Penerbitan Tanda 
Daftar Usaha Pariwisata tersebut diatur di dalam Peraturan Walikota 
Makassar Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tata cara 
Pemberian Izin Pada Pemerintah Kota Makassar. 
Persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan perizinan 
Tanda Daftar Usaha Pariwisata berdasarkan Peraturan Walikota Makassar 
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Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu, yaitu22 :  
Pasal 23  
(1) Untuk dapat memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata, pemohon harus 
terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
Walikota melalui Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal;  
(2)  Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilengkapi persyaratan yang terdiri dari: 
a. Bagi usaha yang berbentuk badan usaha:  
1. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP);  
2. Foto copy surat tempat usaha (SITU); 
3. Foto copy SIUP;  
4. Foto copy akta pendirian perusahaan; 
5. Foto 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.  
b. Bagi usaha yang tidak berbentuk badan usaha melampirkan: 
1. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP);  
2. Foto copy PBB untuk tahun berjalan;  
3. Foto 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.  
 
 
Tanda Daftar Usaha Pariwisata termasuk dalam jenis pelayanan non 
perizinan seperti dijelaskan pada Bab III Pasal 6 Peraturan Walikota 
Makassar Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu. Sebagaimana disebutkan pada Bab I Pasal 1 bahwa 
Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku 
usaha/ kegiatan tertentu dalam bentuk tanda daftar atau sebutan lainnya 
yang tidak diwajibkan membayar retribusi berdasarkan peraturan daerah. 
Berdasarkan hal tersebut, maka untuk memiliki Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata, pemohon harus mengikuti prosedur penerbitan izin seperti 
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 Lihat Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2015 Pasal 23 (1) dan (2) 
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yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu:23 
Pasal 31:  
(1) Tata cara penerbitan jenis non perizinan dilaksanakan oleh Badan;  
Tahapan tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan secara berurutan, dimulai dari:  
a. Untuk mendapatkan izin, pemohon mengajukan permohonan kepada 
Kepala Badan dengan mengisi formulir yang telah disiapkan dan 
melampirkan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.  
b. Badan melakukan penelitian dokumen atau persyaratan administrasi 
pemohon.  
1. Apabila telah memenuhi persyaratan, maka dokumen permohonan 
diteruskan untuk mendapatkan Kajian Teknis.  
2. Apabila dokumen tidak lengkap, maka permohonan akan 
dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.  
c. Tim Teknis pada Badan akan melakukan peninjauan lapangan 
dengan memperhatikan syarat-syarat teknis sesuai dengan jenis 
perizinan yang akan dimohonkan.  
d. Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita 
Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu 
lampiran rekomendasi.  
e. Tim Teknis memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala 
SKPD Teknis yang berisi terpenuhinya syarat teknis perizinan dan 
atau tidak terpenuhinya syarat teknis perizinan yang dimohonkan izin 
dalam rangka penandatanganan rekomendasi oleh kepala SKPD. 
f. Rekomendasi kepala SKPD teknis disampaikan kepada Kepala 
Badan melalui Tim Teknis untu proses penerbitan izin oleh Kepala 
Badan.  
g. Proses penandatanganan izin oleh Kepala Badan.  
h. Penyerahan izin kepada pemohon.  
 
3. Ketentuan Larangan Penyelenggaraan Usaha Panti Pijat 
Usaha karaoke termasuk dalam jenis usaha hiburan yang merupakan 
bagian dari bidang dan jenis usaha pariwisata. Ketentuan mengenai 
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 Ibid (1) 
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penyelenggaraan usaha pariwisata di Kota Makassar, dimana karaoke 
juga termasuk di dalamnya, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.  
Penerbitan Perda tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan 
warga masyarakat serta peningkatan kesejahteraan warga masyarakat 
serta memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata 
dan larangan khusus. Dalam hal usaha Panti Pijat, ketentuan dan larangan 
tersebut dijelaskan dalam BAB VIII. 
Pasal 3124 
(1) Usaha pariwisata diarang menyelenggarakan usahanya sebelum 
memiliki Tanda Daftar Usaha dari Walikota;  
(2) Usaha pariwisata dilarang memindah tangankan Tanda Daftar 
Usaha Pariwisatanya kepada pihak lain kecuali atas izin Walikota.  
(3) Usaha pariwisata yang dapat menjual minuman beralkohol terlebih 
dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata sebelum 
diterbitkannya izin tempat penjualan minuman beralkohol. 
 
Pasal 32 25 
(1) Untuk menjalankan usaha rumah bernyanyi, karaoke, klub malam, 
diskotik dan sejenisnya, dilarang:  
a. Menyediakan tempat pemajangan (akuarium) pramuria/pelayan,  
b. Beroperasi tanpa menggunakan peredam suara, 
c. Menyediakan tempat dan fasilitas yang memungkinkan terjadinya 
prostitusi dan asusila,  
d. Menyediakan fasilitas tempat tidur dan sejenisnya,  
e. Menggunakan pintu yang tidak tembus pandang,  
f. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan 
ibadah, keyakinan, dan kepercayaan warga masyarakat.  
(2) Untuk menjalankan Usaha Panti Pijat dilarang: 
a. menggunakan daun pintu tertutup, kecuali menggunakan tirai 
kain/gorden dengan ketinggian 50 cm dari lantai; 
b. menyediakan tempat pemajangan masseur (tukang pijat); 
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 ibid Pasal 31 (1), (2), dan (3) 
25
 Ibid Pasal 32 (1) dan (2).  
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c. menyediakan kamar mandi dan sejenisnya didalam kamar pijat; 
d. menggunakan lampu yang  remang-remang didalam kamar pijat; 
e. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan 
ibadah,keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat 
Pasal 3326 
(1) Pendirian tempat usaha rumah bernyanyi keluarga, karaoke, klub 
malam, diskotik dan panti pijat, dilarang berada pada radius 200 
(dua ratus) meter dari tempat ibadah dan sekolah;  
(3)    Waktu tutup jam operasi untuk usaha Rumah Panti Pijat, Usaha 
salon dan Kecantikan paling lambat jam 22.00 WITA;  
 
Pasal 3427 
(1) Usaha kepariwisataan berupa usaha Rumah Bernyanyi Keluarga, 
Karaoke, Klub Malam, Diskotik, Panti Pijat dilarang menjalankan 
usaha/melakukan kegiatan operasi pada setiap:  
a. Satu hari sebelum sampai dengan hari ketiga sesudah bulan 
Ramadhan;  
b. Satu hari sebelum dan sesudah hari natal;  
c. Satu hari sebelum dan sesudah hari waisak;  
d. Satu hari sebelum dan sesudah hari nyepi (tahun baru saka);  
e. Satu hari pada saat 1 muharram;  
f. Dan hari-hari besar lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.  
 
Sementara itu, ketentuan sanksi administrasi dan ketentuan pidana 
atas pelanggaran penyelenggaraan usaha pariwisata diatur dalam pasal 
36 dan pasal 38.  
Pasal 3628 
(1) Setiap pengusaha pariwisata yang melanggar ketentuan 
pendaftaran dan ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 30 ayat (1), pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34 
dikenakan sanksi berupa:  
a. Surat teguran/ peringatan;  
b. Pembatasan kegiatan usaha;  
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 Ibid Pasal 33 (1) dan (3). 
27
 Ibid Pasal 34 (1). 
28
 Ibid Pasal 36 (1) dan (2) 
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c. Pembekuan sementara kegiatan usaha; dan  
d. Pencabutan izin usaha.  
(2) Tatacara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.  
 
Pasal 3829  
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 30 ayat (1), pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34 
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 
paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);  
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
29
 Ibid Pasal 38 (1) dan (2). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan lokasi penelitian 
adalah di Dinas Pariwisata Kota Makassar dan beberapa Panti Pijat di 
wilayah Kota Makassar. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan 
pendekatan kewenangan dan tingkat keterlibatan lembaga atau instansi 
tersebut. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi kedalam dua jenis 
data adalah :  
1. Data Primer  
Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang 
dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-
pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan Proposal ini. 
2. Data Sekunder  
Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan 
laporan, tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen lain yang 
telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan 
masalah yang dibahas dalam penulisan Proposal. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menentukan dan 
mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi 
dimasyarakat. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data 
sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik 
pengumpulan data yang berupa : 
1. Studi Kepustakaan atau Penelitian Pustaka ( library research )  
Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara 
mengumpulkan dan membaca berbagai buku, majalah, koran dan 
literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 
2. Studi Lapangan atau Penelitian Lapangan ( field research )  
Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan 
cara berinteraksi dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan 
wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna 
memperoleh data yang akurat. 
D. Analisis Data 
Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah 
dan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini 
adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada 
kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan 
teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. 
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E. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki 
karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti30. Populasi dalam 
penelitian ini adalah satuan kerja di Dinas terkait yang mengurus 
perizinan dan tanda daftar usaha pariwisata di Kota Makassar, yaitu 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar dan 
Dinas Pariwisata Kota Makassar, serta usaha panti pijat yang 
beroperasi di Kota Makassar. 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri 
utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden 
penelitian31. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam 
penelitian ini, digunakan teknik penentuan sampel purposive sampling, 
yaitu penentuan sampel berdasarkan berbagai pertimbangan, alasan, 
dan tujuan penelitian. Pengambilan sampel tahap pertama digunakan 
untuk menentukan sampel dari populasi satuan kerja dinas terkait di 
Pemerintahan Kota Makassar yang mengurus perizinan dan tanda 
daftar usaha pariwisata. Sampel yang dipilih peneliti menggunakan 
pendekatan judgement sampling yaitu menentukan sampel yang 
berdasarkan penilaian peneliti paling baik dan paling berkompetensi 
                                                          
30
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm. 78 
31
 Ibid, hlm 79 
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untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam hal ini sampel yang 
digunakan adalah: 
 
1) Staf/Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar 
2) Staf/Kepala Dinas Pariwisata Pengambilan sampel tahap kedua 
digunakan untuk menentukan sampel dari popuasi usaha karaoke 
yang beroperasi di Kota Makassar.  
Selain dari penentuan sampel yang digunakan dalam peneitian ini 
di ruang lingkup instansi, pengambilan sampel tahap kedua juga 
ditentukan pada ruang lingkup usaha panti pijat itu sendiri yang 
dilakukan di Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Wajo karena 
banyak usaha panti pijat yang beroperasi dan yang paling sering 
dilaksanakan inspeksi lapangan di wilayah ini.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan dan Pengawasan Perizinan Usaha Panti Pijat di Kota 
Makassar 
1. Pelaksanaan Perizinan Usaha Panti Pijat di Kota Makassar 
Pelaksanaan usaha Panti Pijat di Kota Makassar merupakan salah 
satu sumber pendapatan daerah bagi Kota Makassar sebagaimana tujuan 
dari penyelanggaran usaha pariwisata khususnya di Kota Makassar. 
Sehingga Hal ini menjadi salah satu dampak positif dari penyelenggaraan 
usaha Panti Pijat.  Kita ketahui bahwa usaha Panti Pijat merupakan salah 
satu usaha pariwisata yang bergerak pada kegiatan rekreasi dan hiburan 
hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 
2011 pasal 22 (1) tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. 
Panti pijat adalah salah satu jenis usaha di bidang kepariwisataan, 
dimana dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan usahanya harus 
mendaftarkan usahanya kepada pemerintah kota sebagaimana telah diatur 
dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 pasal 30 (1) 
tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang menyatakan bahwa : 
“Untuk  menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana maksud 
dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 29 pelaku usaha pariwisata 
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wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah 
Kota”  
Hal lain terkait dengan penyelenggaraan usaha pariwisata disampaikan 
oleh oleh Bapak Amir dari pihak Badan Perizinan Terpadu melalui 
wawancara yang dilakukan, mengatakan bahwa32 : 
“Untuk semua usaha Panti Pijat harus memiliki izin dikeluarkan 
oleh Badan Perizinan, izin yang dimaksud adalah TDUP (Tanda 
Daftar Usaha Pariwisata). Namun sebelum mendapatkan izin 
tersebut, terlebih dahulu harus memiliki rekomendasi dari dinas 
terkait, dalam hal ini Dinas Pariwisata dengan memenuhi 
persyaratan yang direkomendasikan oleh Dinas Pariwisata.” 
 Dalam hal pendaftaran usaha pariwisata yang diajukan kepada 
Pemerintah Kota ini berbentuk TDUP ( Tanda Daftar Usaha Pariwisata). 
Melalui TDUP ini setiap usaha pariwisata (Panti Pijat), secara otomatis 
mendapatkan rekomendasi atas izin usaha untuk beroperasi di Kota 
Makassar. Selain itu, dalam hal penyelenggaraan izin atas usaha 
pariwisata (Panti Pijat) di kota Makassar melibatkan pemerintah sebagai 
pemegang kewenangan terhadapnya. Hal tersebut membuktikan bahwa 
peran pemerintah dalam hal pelakasanaan usaha panti pijat ini sangat 
berpengaruh. Karena tanpa adanya peran pemerintah terkhususnya 
maslaah perizinana yang ditangani, maka usaha panti pijat ini tidak bisa 
beroperasi atau tidak dapat dilaksanakan.  
 
                                                          
32 Wawancara dengan Bapak Amir, Staff Bidang Data dan Pengendalian Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar pada tanggal 12 April 2017
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Terkait dengan Pihak pemerintah yang berwenang terhadap usaha 
pariwisata (panti Pijat) di Kota Makassar, perlu diketahui bahwa 
pelaksanaan izin usaha pariwisata (panti Pijat) di Kota Makassar ini 
dikordinir langsung oleh Walikota Makassar yang kemudian 
mendelegasikan kewenangan terkait urusan penerbitan atas izin usaha 
pariwisata kepada Badan Perizinanan Terpadu dan Penanam Modal Kota 
Makassar serta untuk urusan teknis dan pemberian rekomendasi atas izin 
yang nantinya akan dilegalisikan kepada Dinas Pariwisata Kota Makassar. 
Karena melihat bahwa usaha pariwisata berada pada ruang lingkup 
kepariwisataan dan secara otomatis juga bahwa dinas yang berwenang 
dalam hal teknis penyelenggaraan dari usaha pariwisata di Kota makassar 
ini adalah Dinas Pariwisata Kota Makassar. 
Oleh karena dalam penyelenggaraan setiap usaha Pariwisata (panti 
pijat) di kota Makassar harus memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata 
sebagai representative bahwa usahanya memiliki izin atau diperbolehkan 
beroperasi, maka pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam 
penyelenggaran izin usaha pariwisata menentukan persyaratan serta 
prosedur dan mekanisme pelaksanaan izin usaha pariwisata di Kota 
Makassar. Hal tersebut sebagaimana telah di atur dalam Perda Kota 
Makassar Nomor 5 Tahun 2011 pasal 30 (4) tentang Tanda daftar Usaha 
Pariwisata yang menyatakan bahwa Persyaratan   dan   tata cara 
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pendaftaran usaha pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Walikota. 
 Persyaratan atas usaha pariwisata (Panti Pijat) yang ingin terdaftar 
dan memiliki rekomendasi izin operasi di kota Makassar sebagai berikut33 :  
Tabel 1 : Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi TDUP 
Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. 
2. Peraturan Walikota Makassar nomor 8 tahun 
2014 tentang perlimpahan Kewenangan Perizinan  
dan Non perizinan Kepada Badan perizinan  
terpada dan penanam modal 
3. Peraturan Walikota Makassar nomor 20 tahun 
2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin pada 
Pemerintah Kota Makassar 
 
 
1. Persyaratan  1. Surat Izin Tempat usaha / Ho/ Izin Gangguan 
2. Surat izin Usaha Perdagangan 
3. Tanda daftar Perusahaan 
4. UKL / UPL 
5. AMDAL 
2. Prosedur : 1. Pemohon dating membawaberkas kelengkapan ke 
BPTPM Kota Makassar 
2. Tim Teknis memvefikasi kelengkapan berkas 
3. Tim teknis melakukan peninjauan lapangan’ 
4. Tim teknis mengeluarkan BAPL 
5. Penerbitan rekomendasi TDUP 
6. Penyerahan rekomendasi TDUP 
3. Waktu Pelayanan  7 ( Tujuh ) hari kerja 
4.  Biaya  Gratis 
5. Produk   Pembuatan Rekomendasi TDUP 
6. Pengelolaan dan 
pengaduan 
 Langsung Ke BPTPM 
 Sumber : Dinas Pariwisata Kota Makassar 
                                                          
33
 Hasil Penelitian yang dilakukan di Dinas Pariwisata Kota Makassar tanggal 13 Maret 2017 
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Selain dari Standarisasi pelayanan pemberian rekomendasi TDUP, penulis 
juga menggambarkan skema alur dan prosedur permohonan rekomendasi 
TDUP sampai pada penerbitan izin. Adapun alur atau prosedur yang 
dimaksud sebagai berikut34:  
Gambar 1 : Aur Prosedur Pengajuan Izin TDUP 
 
 
 
”  
 
 
Prosedur penerbitan izin TDUP tersebut sesuai dengan Pasal 31 
Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2015 Tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dimana kita ketahui 
bahwa tahapan pertama,  pemohon  harus  melengkapi  beberapa  syarat 
yang diajukan pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pariwisata dan 
Badan Perizinan,  
                                                          
34
Hasil Penelitian yang dilakukan di Dinas Pariwisata Kota Makassar tanggal 13 Maret 2017 
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Untuk dapat mengajukan permohonan izin Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata,  sebelumnya  pemohon  harus  melengkapi  beberapa  syarat 
yang diajukan pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pariwisata dan 
Badan Perizinan, antara lain pemohon harus sudah memiliki 35: 
1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 
 
2. Surat Izin Usaha Perorangan (SIUP) 
 
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 
 
4. Surat izin dari tetangga. 
Khusus  untuk  surat  izin  dari  tetangga,  usaha  Panti Pijat  tidak 
membutuhkan  hal  ini  karena  usaha  Panti Pijat hanya lebih kepada 
usaha pijat yang tidak terlalu menimbukan kebisingan di area sekitar 
lokasinya, tidak seperti usaha karoke misalanya, yang memang 
membutuhkan surat izin tetangga.  
Setelah pemohon telah melengkapi syarat yang dimaksudkan dan 
mengajukannya ke Dinas Pariwisata Kota Makassar untuk kemudian 
menharapkan diberikan rekomendasi, berkas pemohon tersebut divalidasi 
atau diverifikasi kelengkapannya. Jika dokumen pemohon tersebut 
disetujui, maka tahap selanjunya adalah tim pengawas melakukan 
pemantauan lokasi dimana usaha panti pijat tersebut akan dioperasikan. 
                                                          
35
 Wawancara dengan Bapak A. Ilham, Kepala Bidang Data dan Pengendalian, di Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar pada tanggal 4 April 2017 
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Dan jika dokumen yang dimaksudkan tidak disetujui dalam hal ini 
dokumennya toidak valid, maka akan dikembalikan lagi kepada pemohon 
yang bersangkutan melaui pemanggilan secara tertulis atau media 
elektronik seperti nomor telepon atau email. 
 Selanjutnya, melalui hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh 
tim pemantau lapangan dari Dinas Pariwisata Kota Makassar, hasilnya 
akan dilaporkan kembali, hasil yang dilaporkan tersebut apabila memenuhi 
syarat lokasi usaha seperti tidak berdekatan atau berada pada lokasi tidak 
kurang dari 20 M dari tempat ibadah seperti masjid  dan sarana 
pendidikan, izin dari bangunan yang akan digunakan lengkap dan tidak 
merupakan tanah dan bangunan sengketa atau yang bermasalah, maka 
hasil survey yang telah dilakukan dinyatakan valid atau memenuhi syarat.  
Dengan hasil yang telah dilporkan kemudian diajukan kepada Kepala 
Dinas Pariwisata untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Tanda Daftar 
Usaha Pariwisata. Setelah adanya rekomendasi yang telah diterbitakan, 
maka rekomendasi tersebut diajukan kepada Badan Perizinan Terpadu 
dan Penanam Modal untuk kemudian dicek kembali agar dapat dikelurkan 
Izin TDUP sebagaimana yang dibtuhkan oleh setiap pemilik usaha panti 
pijat untuk mengoperasikan bidang usahanya.  
Dari pemaparan terkait dengan prosedur pengajuan izin usaha 
pariwisata di atas, terlihat bahwa prosedur yang ditentukan dalam 
pengajuan izin tersebut cukup panjang dan sistematis. Hal ini memang 
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diharapkan dapat menjadi panduan dan rujukan untuk setiap pengusaha 
khususnya untuk usaha pariwisata berjenis Panti Pijat agar dapat 
terkendali sesuai prosedure dan aturan. Sehingga penulis kemudian akan 
mengemukakan beberapa daftar panti pijat yang telah beroperasi di Kota 
Makassar.  
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa usaha panti pijat yang berada 
di Kota Makassar memang cukup bayak dan oleh karena itu pada 
penelitian ini, penulis memfokuskan pada panti pijat yang berada pada 
lokasi kecamatan wajo dan panakkukang. Hal ini dinilai penulis bahwa 
untuk usaha panti pijat yang berada pada wilayah tersebut lebih dari 
setengah dari jumlah keseluruhan panti pijat yang beroperasi di Kota 
Makassar. Adapaun daftar panti pijat yang berada pada wilayah 
kecamatan Wajo dan Panakkukang adalah sebagai berikut : 
Tabel 2 : Daftar Panti Pijat pada Kecamatan Panakkukang dan Wajo 
KECAMATAN PANAKKUKANG 
Nama P.Pijat Alamat Pemilik 
Sriwijaya Mulya Jl. Pengayoman Purwati 
Ladys Jl. Toddupuli Raya Asrudhy Rusdi 
Lotus Jl. Boulevard Ruko Asrudhy Rusdi 
Kartika Jl. Boulevard Jasper Eddi Lie 
Indah Jaya Jl. Toddopuli Raya Djarmi Armiati 
Family Refleksi Jl. Pandang Raya Edi Sutaryo 
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D’Top Jl. Mirah Seruni IR. Faisal, YS 
Seruni Jl. Mirah Seruni 21 A.Pattiroi 
Valentine Jl. Toddopili Raya Ajis Kalla 
Metro Shiatzu Jl. Pengayoman Hengky Pidono 
Sehat Segar Jl. Boulevard  Sheila Liman 
MDJ Refleksi Jl. Pelita Raya 1 Mauren F S 
     Sumber data : Dinas Pariwisata Kota Makassar, 13 April 2017 
 
 
KECAMATAN WAJO 
Nama P.Pijat Alamat Pemilik 
Madonna Pub Jl. Nusantara  Herman Siswanto 
Citra Jl. Serui  IR. Herry P. 
Wisata Jl. Nusantara Larry Yapri 
Mutiara Jl. Nusantara  Benny Hasan 
Carita Jl. Sumba  Rudy Tuniary 
Nusa Dua Jl. Nusantara  Rustam Makkawaru 
Tropicana Jl. Diponegoro Tommy 
Mirama Jl.Nusantara Benny Parangkuan 
Sakura Jl. Sulawesi  Sudiono Jafari 
Makassar Pub Jl. Nusantara Asmawaty 
Rimadona Jl. Nusantara David Golden Utomo 
Mentari Jl. Nusantara  Thomas Herdian 
Klasik Jl. Nusantara Harry Tanddriawan 
Raja Mas Jl. Nusantara  Harry Tanddriawan 
Galaksi Jl. Nusantara  Eko Budi Purtopo 
Sulawesi Heathy Jl. Sulawesi  Agus Herianto 
     Sumber data : Dinas Pariwisata Kota Makassar, 13 April 2017 
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Melalui wawancara kepada Bapak Safar36 pada tanggal 13 April 2017 
di Dinas Pariwisata Kota Makassar, peneliti mendapatkan informasi bahwa 
ada peningkatan dari jumlah panti pijat yang beroperasi di Kota Makassar 
dari tahun 2010 – 2017 khususnya di wilayah Kecamatan Wajo dan 
Panakkukang. Hal ini membuktikan bahwa jumlah usaha panti pijat benar-
benar sudah menjamur di Kota Makassar.  
Dengan menjamurnya usaha panti pijat ini di Kota Makassar, maka 
peran dari seluruh pihak dalam pelaksanaannya diharapkan untuk dapat 
terkendali sesuai dengan aturan yang ada. Dimana pihak yang 
dimaksudkan adalah pemerintah, pemilik Usaha, dan masyrakat itu sendiri 
yang dalam hal ini adalah wisatawan. Kita ketahui bahwa telah ada 
beberapa aturan yang telah mendasari pihak-pihak yang termasuk dalam 
hal pelaksanaan usaha ini mulai dari hak, kewajiban serta larangan terkait 
dengan maslaah perizinan, perosedur serta mekanisme pelaksanaannya 
yang telah diamanatkan dalam Praturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. 
Hal ini menujukkan bahwa apa yang kemudian dicita-citakan terkait 
dengan pelaksanaan usaha pariwisata seperti panti pijat agar dapat 
terkendali dan sesuai dengan aturan yang ada. Namun tidak dapat 
dipungkiri bahwa pada proses penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, 
                                                          
36
 Hasil Wawancara Kepada Bapak Safar Selaku Kabid PDIP Dinas Pariwisata Kota Makassar pada 
Tanggal 13 April 2017 
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terdapat beberapa fakta menarik dimana aturan, prosedur serta 
mekanisme yang sebelumnya telah dipaparkan di atas sebagai bahan 
acuan untuk lebih memahami pelaksanaan dari usaha panti pijat ini, 
ternyata ada ketidaksesuaian dengan apa kemudian menjadi landasan dari 
pelaksanaannya. Hal ini juga telah dipertegas dari hasil wawancara pada 
hari rabu, 13 April 2017 di Dinas pariwisata kota Makassar oleh saudara 
Safar37 selaku Kabid PDIP Dinas Pariwisata Kota Makassar bahwa 
sebagian dari panti pijat di Makassar telah melanggar aturan-aturan yang 
telah ditetapkan pemerintah kota Makassar.  
Fakta yang dimaksud adalah adanya beberapa pelanggaran yang 
terjadi dan tidak sesuai dengan mekanisme, prosedur, serta aturan 
larangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai 
landasan utama penyelenggarannya. Sebelum melihat pelanggaran yang 
sebagaimana dimaksudkan di atas, perlu kita lihat terlebih dahulu daftar 
panti pijat yang melakukan pelanggaran tersebut. Adapun daftar panti pijat 
yang melakukan beberapa pelanggaran itu sendiri adalah :  
Tabel 3 : Daftar panti pijat yang melakukan pelanggaran 
Nama P.Pijat Alamat Kecamatan 
Nusa Dua Jl. Nusantara  Wajo 
                                                          
37
 Ibid 
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Mentari Jl. Nusantara  Wajo 
Rimadona Jl. Nusantara  Wajo 
Makassar Pub Jl. Nusantara  Wajo 
D’Top Jl. Mirah Seruni Panakkukang 
Seruni Jl. Mirah Seruni  Panakkukang 
Valentine Jl. Toddopili Raya Panakkukang 
Klasik Jl. Nusantara Wajo 
Raja Mas Jl. Nusantara  Wajo 
Berdasarkan data panti pijat di atas, kemudian kita akan melihat 
daftar pelanggaran yang telah terjadi dan dilakukan oleh panti pijat yang 
ada di atas. Pelanggaran – pelanggaran yang dimaksudkan adalah 
sebagai berikut : 
1. Izin usaha yang kadaluarsa 
2. Melanggar aturan jam kerja yang seharusnya tidak lewat dari pukul 
22.00 WITA. 
3. Ruangan kerja yang gelap (remang-remang). 
4. Adanya pelanggaran keasusilaan. 
5. Beroperasi pada hari raya yang ditetapkan oleh pemerintah. 
6. Tidak adanya standar khusus dan standar kompetensi usaha. 
Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan usaha panti pijat yaitu 
izin usaha dalam hal ini adalah TDUP yang sudah kadaluarsa. Aturan yang 
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mengatur terkait dengan TDUP ini tepatnya pada pasal 30(1) Perda Kota 
Makassar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang tanda Daftar Usaha Pariwisata, 
telah mengamanatkan bahwa batas waktu TDUP setiap periodenya itu 
hanya 1(tahun) dan selanjutnya harus diperbarui atau di perpanjang. 
Namun apa yang kemudian telah diamanatkan oleh aturan tersebut, panti 
pijat Nusa Dua dan Raja Mas melakukan pelanggaran atasnya. Melalui 
data yang didapatkan oleh penulis di Dinas Pariwisata Kota Makassar 
pada tanggal 4 April 2017 bahwa kedua panti pijat ini terhitung sejak bulan 
Maret 2017 izin usahanya yang berjenis TDUP sudah kadaluarsa dan 
belum diperpanjang masa berlakunya. Hasilnya, kedua panti pijat tersebut 
diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis yang berlaku selama 
30 hari. Dan oleh karena pemberian sanksi tersebut, menurut Bapak Safar, 
bahwa kedua panti pijat ini sudah melakukan perpanjangan izin TDUP 
sebelum batas akhir teguran yang diberikan jatuh tempo sehingga tidak 
ada pemberian sanksi lanjutan.   
 Selanjutnya, untuk pelanggaran atas aturan jam operasi yang lewat 
dari pukul 22.00 WITA sebelumnya telah jelas d ataur dalam pasal 33 (3) 
dalam Perda Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang tanda Daftar 
Usaha Pariwisata. Namun kenyataannya pelanggaran ini terjadi pada panti 
pijat Makassar Pub dan Seruni. Untuk panti pijat Makassar Pub itu sendiri 
melakukan pelanggaran ini di tahun 2016 dan telah mendapatkan surat 
teguran sampai kepada sanksi administrasi dari pihak pemerintah yang 
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dalam hal ini adalah tim teknis yang melakukan tugas dan fungsinya 
secara teknis terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata kota Makassar 
yang beranggotakan staf dari Dinas Pariwisata dan Badan Perizinan 
terpadu yang di SK kan oleh Walikota. Hal ini mengakibatkan panti pijat 
Makassar Pub diberikan sanksi pembatasan jam operasi yang hanya 
sampai pada pukul 18.00 WITA. Dan untuk panti pijat seruni terkait dengan 
pelanggaran jam operasi didapatkan oleh penulis sendiri ketika melakukan 
observasi lapangan pada tanggal 5 April 2017, dimana panti pijat seruni ini 
didapati oleh penulis masih tetap beroperasi sekitar pukul 23.00 WITA. 
Dan sejauh pengamatan penulis, belum ada tindakan yang dilakukan oelh 
pemerintah terhadap panti pijat ini. 
Untuk pelanggaran terkait dengan suasana kamar panti pijat yang 
remang-remang atau gelap ini berkaitan dengan dasar penyelenggaraan 
usaha panti panti pijat di Kota Makassar pada pasal 32 (2)d dalam Perda 
Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang tanda Daftar Usaha 
Pariwisata, pelanggaran ini ditemukan oleh penulis pada saat melakukan 
observasi di bulan maret sampai april terjadi diseluruh panti pijat yang 
telah disebutkan sebelumnya di atas. Bahkan pengamatan yang dilakukan 
penulis ketika mengunjungi salah satu panti pijat di atas yaitu panti pijat 
Valentine yang berlokasi di Toddoppuli Raya, ada salah satu kamar yang 
sebelumnya bersuasana remang, namun selanjutnya lampu pada kamar 
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tersebut mati atau bisa dikatakan gelap dan di kamar itu masih terdapat 
pengunjung yang sedang bercakap dengan pegawai panti pijat di tempat 
tersebut.  
Pelanggaran selanjutnya yaitu terkait dengan adanya pelanggaran 
keasusilaan yang terjadi. Hal ini penulis kaitkan dengan dasar hukum 
usaha panti pijat pada Perda Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 pasal 
13(j) terkait dengan kewajiban para pengusaha pariwisata yang 
seyogyanya turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang 
melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan 
tempat usahanya. Pelanggaran ini ditemukan oleh penulis dari informasi 
yang diberikan oleh salah satu pegawai atau pemijat di panti pijat Sehat 
Segar yaitu Vee. Vee sapaan akrab penulis adalah informan penulis yang 
sudah bekerja di beberapa Panti Pijat yang ada di Makassar, dan pada 
saat penulis melakukan wawancara kepada Vee, dia masih bekerja 
sebagai pemijat di panti pijat Valentine. Adapun peryataan yang diberikan 
oleh informan tersebut bahwa :  
“Jujur, selama saya bekerja sebagai tenaga profesi pemijat di panti 
pijat, memang selain kami bekerja sebagai pemijat, kami (pemijat) juga 
kadang ditawarkan oleh pelanggan untuk melayani mereka dalam hal 
kebutuhan sex. Bermacam-macam jenis lobby yang mereka tawarkan, 
mulai dari tawaran untuk janjian di luar tempat kerja yaitu diwaktu jam 
pulang kerja, dan juga mewarkan untuk melakukannya ditempat dan saat 
itu juga. Secara pribadi tidak bisa dipungkiri bahwa tidak adanya 
penolakan atas tawaran yang diberikan kepada pelanggan selain dari 
kecocokan harga.” 
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Demikian pengakuan yang diberikan  oleh salah satu pegawai panti 
pijat yang ada di Makassar. Hal ini dilakukan, karena penulis hanya ingin 
menguji dan membuktikan kebenaran dari asumsi dasar yang diperoleh 
sebelumnya dan hasilnya memang terbukti bahwa pada panti pijat tersebut 
ada kegiatan asusila di dalamnya.  
Selain itu, pelanggaran selanjutnya berkaitan dengan ketidak 
sesuaian fakta di lapangan dengan aturan yang telah termuat  pada 
pasal 34 ayat 1 (f) dalam Perda Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 
tentang tanda Daftar Usaha Pariwisata yang melarang usaha panti pijat 
untuk beroperasi pada hari raya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
Pada obsevasi yang dilkaukan, penulis mendapati panti pijat Klasik, 
Raja Mas, dan Makassar Pub beroperasi pada hari raya untuk agama 
Kristen yaitu hari peringatan wafat Isa Al-masih yang jatuh pada tanggal 
14 April 2017, dan khusus untuk panti pijat Makassar Pub yang dimana 
tempat tersebut beroperasi pada tanggal 24 April 2017 dimana waktu itu 
bertepatan dengan salah satu hari raya untuk agama Islam yang 
ditetapkan oleh 
Dan yang terakhir adaah tidak adanya standar khusus dan standar 
kompetensi usaha yang dimiliki. Hal ini juga didasarkan dalam Perda 
Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 pasal 13 n yang mengatur tentang 
kewajiban pengusaha pariwisata untuk menerapkan standar usaha dan 
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standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. Namun apa yang terjadi di lapangan bahwa, panti pijat yang 
ada di atas tidak memiliki standar khusus dan standar kompetensi 
usahanya pada pelaksanaannya. Standar yang dimaksudkan adalah 
tidak adanya lisesnsi profesi pemijat yang profesional, standar khsusus 
pakaian pegawai, serta standar pelayanan pada usahanya dalam ruang 
lingkup pijat kesehatan.  Menurut Saudara Usdar Nabawi selaku ketua 
ARKES (Asosiasi Refleksi dan Kesehatan) yang bekerjasama dengan 
dinas terkait yang berhubungan dengan aktivitas pemijatan atau refleksi. 
Bapak Usdar mengatakan bahwa 38: 
”saat ini, masih banyak panti pijat yang belum memahami, 
memiliki, dan memerhatikan sebuah standar usahanya sendiri 
terkait dengan pelaksanaan usaha pariwisata yang lebih baik dan 
terkendali .Padahal semestinya setiap pengusaha panti pijat 
mewajibkan kepemelikan lisesnsi profesi pijat contohnya. Serta 
standar berpakaian kepada seluruh pegawai panti pijat. adapun 
yang memiliki standar, kadang pemijatnya tidak menjalankan 
standar tersebut dengan baik.   
Dari beberapa pelanggaran yang telah dipaparkan di atas, penulis  
sempat melakukan wawancara kepada salah satu panti pijat yang terdaftar 
oleh penulis yang melakukan pelanggaran yaitu panti pijat D’top. Bapak 
faisal mengungkapkan bahwa 39: 
                                                          
38
 Hasil wawancara kepada Bapak Usdar Nabawi Ketua ARKES Makassar di Coffe Day Urip Sumohardjo 
Tanggal 15 April 2017 
39
 Hasil wawancara kepada Bapak Faisal sebagai pemilik usaha panti pijat D’top pada Tanggal 20 April 
2017 
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“Panti pijat ini sudah memiliki standar khusus dan kami memiliki 
tenaga pekerja pijat yang professional dengan memiliki lisensi profesi 
pijat. serta dalam perekrutan tenaga kerja, kami melakukan beberapa 
tahapan seperti praktik pemijatan dan pemahaman prosedur serta 
mekanisme pemijatan yang sesuai denag standar panti pijat ini.” 
Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh pihak ARKES dan 
pemilik usaha, penulis melihat hal tersebut menilai bahwa 
penyelenggaraan usaha pariwisata dalam hal ini adalah panti pijat masih 
belum maksimal dan belum sesuai dengan aturan yang ada.  
Sehinggan hal inilah yang menjadi titik fokus penulis untuk 
memaparkan lebih lanjut terkait dengan upaya yang dilakukan pemerintah 
itu sendiri sebagi pihak yang memiliki kewenangan terhadap 
penyelenggaran usaha panti pijat di Kota Makassar melihat bahwa 
pelaksanaan dari usaha panti pjat ini masih terdapat beberapa 
ketidaksesuaian atara implementasi yang ada di lapangan dengan aturan 
terkait dengan mekanisme, prosedur, serta aturan larangan dalam 
mejalankan usaha panti pijat ini.  
2. Pengawasan Perizinan Usaha Panti Pijat di Kota Makassar 
Negara hadir untuk mensejahterakan rakyatnya. Dalam konteks 
hukum di Indonesia, hal tersebut telah terejewahtahkan dalam Alinea ke-
4 Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai tujuan Negara 
Republik Indonesia yang menyatakan, “ … melindungi segenap bangsa 
indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan 
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kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam rangka mewujudkan 
tujuan-tujuan negara tersebut, maka Pemerintah sebagai representasi 
kongkrit negara harus memiliki keterlibatan aktif dalam mewujudkannya. 
Keterlibatan aktif pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan negara 
tampak dalam empat fungsi negara sebagaimana dikatakan W. 
Friedmann yakni negara sebagai penyedia (provider), negara sebagai 
regulator (Pengatur), negara sebagai entrepeneur (pengusaha), dan 
negara sebagai umpire (wasit).40 Dalam hal pengawasan yang dilakukan 
oleh pemerintah dalam penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, 
termasuk dari sektor pariwisata bermula pada fungsi Regulator 
(Pengaturan) oleh Pemerintah. Sebagai konsekwensi dari sebuah 
pengaturan dari pemerintah, maka pemerintah pula yang melakukan 
pengawasan atas pelaksanaannya. 
Terlihat jelas dari pelaksanaan Usaha di bidang Pariwisata (Panti 
Pijat) yang telah dijabarkan oleh penulis diatas, terdapat beberapa 
masalah dalam penyelenggaraannya, yaitu kepemilikian izin usaha 
dalam hal ini adalah TDUP yang sudah kadaluarsa namun usahanya 
                                                          
40
 W. Friedmann,  The State and The Rule of Law in a Mixed Economy, London: Steven and 
Son, 1971, hlm. 5, sebagaimana dikutip dalam Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara 
dalam Privatisasi BUMN, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 13. 
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masih beroperasi, pelanggaran terhadap aturan jam operasi yang lewat 
dari pukul 22.00 WITA, adanya pelanggaraan keasusilaan dalam ruang 
lingkup panti pijat, tidak adanya standar yang dimiliki panti pijat dalam 
pelaksanaan usahanya, pelanggaran atas ketentuan beroperasi pada 
hari raya yang telah ditetapkan pemerintah, dan suasana ruangan pijat 
yang menyalahi aturan dimana ruangan tersebut dalam kondisi yang 
remang-remang atau gelap. 
Oleh karena itu, dari beberapa masalah yang timbul terkait dengan 
penyelenggaraan panti pijat di Kota Makassar, penulis akan 
memaparkan lebih lanjut terkait dengan upaya dalam hal ini pengawasan 
yang dilakukan pemerintah dengan melihat realita yang ada di lapangan. 
Perlu diketahui bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk 
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin usaha 
pariwisata dalam hal ini adalah panti pijat yang beroperasi di Kota 
Makassar yang telah di atur dalam Perda Kota Makassar Nomor 5 Tahun 
2011 Tentang tanda Daftar Usaha Pariwisata tepatnya pada pasal 6 dan 
pasal 35.  
Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat kita lihat bahwa beberapa 
kewenangan pemerintah yang diamanatkan oleh Perda Kota Makassar 
adalah merupakan dasar acuan pemerintah dalam melakukan upaya 
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pengawasan dan monitoring terhadap penyelenggaraan usaha panti 
pariwisata di Kota Makassar.   
Maka dari itu untuk menjalankan tugas tersebut pemerintah Kota 
Makassar membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha 
Pariwisata yang secara khusus melakukan pengawasan terhadap 
segala jenis usaha pariwisata yang beroperasi di Kota Makassar 
termasuk usaha panti pijat. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Dinas Pariwisata 
Kota Makassar melalui wawancara kepada informan yang bersangkutan 
dengan penelitian, bahwa dalam hal pengawasan Tim Pembinaan dan 
Pengawasan Usaha Pariwisata turun ke lapangan melakukan 
pengawasan dan inspeksi secara langsung kepada usaha panti pijat 
yang beroperasi di Kota Makassar.41 Dimana tim yang terdiri dari Dinas 
Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja ini menjadi alat utama 
pemerintah dalam penegakan Perda Kota Makassar No. 5 Tahun 2011. 
Dari data atau fakta yang ditemukan penulis selama penelitian, dinilai 
bahwa pemerintah melakukan beberapa upaya dalam menyikapi 
permasalah yang telah terjadi yaitu untuk permasalah terkait dengan izin 
usaha TDUP yang sudah kadaluarsa, pemerintah telah melakukan 
                                                          
41 Wawancara dengan Bapak Hery S, Staf Pengawasan TDUP, di Dinas Pariwisata dan Industri Kreatif 
Kota Makassar pada tanggal 19 Januari 2016
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pengawasan dan monitoring berkala terkait dengan izin dalam hal ini 
TDUP setiap panti pijat yang beroperasi di Kota Makassar, sesuai dengan 
jangka waktu habisnya masa berlaku TDUP setiap panti pijat tersebut. 
 Alhasil, sesuai dengan apa yang telah ditemukan penulis, memang 
ada bebrapa panti pijat yang sudah habis jangka waktu masa berlaku 
TDUP nya dan masih tetap beroperasi. Namun pemerintah telah 
mengambil langkah preventif dalam menyikapinya, yaitu melalui 
peringatan tertulis kepada para pemilik usaha panti pijat yang 
bersangkutan di waktu sebelum masa berlaku TDUP nya habis, namun 
untuk panti pijat yang masih tetap beroperasi meskipun telah disurati 
sebelumnya dan sampai pada waktu masa berlaku TDUP nya telah habis 
dan masih beroperasi, pemerintah dalam hal ini adalah tim teknis dari 
Dinas Pariwisata menyurati kembali untuk memperingati. Namun sejauh ini 
menurut Bapak Hery 42 selaku salah satu dari staff tim teknis 
penyelenggaraan usaha pariwisata di Kota Makassar, bahwa panti pijat 
yang melakukan pelanggaran terkait dengan kepemilikan TDUP yang 
kadaluarsa hanya sampai pada teguran kedua, belum ada yang sampai 
dikenakan sanksi.  
                                                          
42
Wawancara dengan Bapak Hery S, Staf Pengawasan TDUP, di Dinas Pariwisata dan Industri Kreatif 
Kota Makassar pada tanggal 14 April 2017
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Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini 
adalah tim teknis yang dibentuk dalam urusan teknis pada usaha 
pariwisata di Kota Makassar terhadap pelanggaran terkait jam operasi 
yang lewat dari pukul 22.00 WITA menurut penulis masih kurang 
maksimal. Hal ini ditandai dengan salah satu panti pijat yang melakukan 
pelanggaran tersebut adalah panti pijat seruni. Dimana panti pijat seruni 
masih tetap beroperasi lewat dari pukul 22.00. Disisi lain, saat penulis 
berusaha untuk mengklarifikasi hal tersebut dengan mendatangi pihak 
pengawas di Dinas pariwisata, Bapak Safar selaku Kabid PDIP di Dinas 
Pariwisata memberikan keterangan bahwa untuk panti pijat seruni itu 
masih terbilang baru terdengar informasinya dan selanjutnya akan disurati 
serta pengutusan tim pengawas ke lapangan untuk memantau dan 
melakukan penyidikan terkait dengan informasi atas pelanggaran tersebut.  
Untuk pelanggaran yang terjadi seperti ruangan kamar pijat yang 
gelap atau remang-remang dan pelanggaran terkait dengan adanya 
tindakan asusila yang dimana kedua pelanggaran tersebut didapatkan oleh 
peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan. Pelanggaran-
pelanggaran tersebut kemudian telah dipertanyakan oleh penulis kepada 
tim pengawas di Dinas Pariwisata dalam hal untuk melihat bagaimana dan 
sejauh apa upaya pengawassan yang dilakukan pemerintah terhadap 
masalah tersebut. Namun pada saat dimintai keterangan, tim pengawas 
yang dalam hal ini diwakili oleh bapak hery mengungkapkan bahwa 
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informasi terkait dengan pelanggaran yang terjadi sebenarnya sudah 
pernah masuk laporannya Dinas Pariwisata dan setelah laporan tersebut 
telah diketahui, tim pengawas langsung terjun kelapangan untuk 
melakukan inspeksi mendadak serta melakukan klarifikasi untuk 
membuktikan hal tersebut karena dinilai sudah melanggar aturan.  
Dan hasilnya adalah tim pengawas mendapati pelanggaran yang 
dimaksudkan yang hanya terkait dengan suasana kamar pijat yang 
memang remang-remang dan gelap, sehingga panti pijat tersebut 
langsung diberikan surat teguran untuk tidak melanggar lagi. Namun untuk 
pelanggaran terkait dengan tindakan asusila dan sejauh ini tim pengawas 
tidak menemukan hal tersebut, namun upaya selanjutnya yang dlakukan 
adalah dengan memperingati agar hal-hal yang berbau asusila tersebut 
tidak boleh terjadi, serta tim pengawas juga melakukan pengecekan pada 
setiap kamar pijat untuk memajang peringatan atas larangan berbuat 
asusila dan juga membawa minuman beralkohol mapun narkoba.  
Untuk pengawasan yang dilakukan pemerintah terkait dengan 
larangan beroperasi pada hari raya yang telah di tentukan sesuai yang 
tertera pada aturan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota 
Makassar sebelumnya telah menyurati seluruh panti pijat yang ada di 
Makassar untuk memperingati bahwa tidak boleh beroperasi pada hari 
raya tersebut. Biasanya pemerintah menyurati atau memberi peringatan 
untuk tidak beroperasi pada 3(tiga) hari sebelum hari raya yang 
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dimaksudkan itu tiba. Namun setelah dimintai keterangan oleh penulis 
terkait dengan apa yang telah penulis dapatkan di lapangan yaitu adanya 
panti pijat yang beroperasi pada hari raya peringatan Kematian Isa Al-
Masih untuk agama kristiani, dan hari peringatan Isra Mi’Raj Nabi 
Muhammad SAW untuk agama Islam, pihak pengawas memberikan 
keterangan bahwa hal tersebut diluar dari pantauan pengawas dan selama 
proses penyuratan kepada setiap panti pijat, respon yang didapatkan 
cukup posistif dan sejauh ini belum ada laporan yang masuk untuk 
pelanggaran tersebut selain dari laporan yang diterangkan oleh penulis. 
Selanjutnya, terkait dengan kepemilikan standar khusus untuk setiap 
panti pijat dalam menjalankan usahanya, pemerintah dari awal sebelum 
panti pijat tersebut beroperasi telah dihimbaukan untuk memiliki 
standarisasi khusus usahanya mulai dari pelayanan, tenaga pekerja 
professional serta sarana dan prasarana panti pijat yang sesuai dengan 
aturan yang ada. Namun apa yang kemudian didapatkan oleh penulis tidak 
sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperingati 
dan menginformasikan kepada panti pijat untuk memiliki dan menjalankan 
usanya. Adapun panti pijat yang memiliki standar tersebut namun tidak 
diimplementasikan sesuai adanya standar tersebut berlaku di ruang 
lingkup usahanya.  
Berdasarkan pemaparan di atas terkait dengan upaya pengawasan 
yang dilakukan pemerintah terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata di 
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Kota Makassar, penulis menilai bahwa pemerintah sudah melakukan 
pengawasan berdasarkan informasi yang ada serta melakukan 
pengawasan tersebut berdasarkan acuan dari Perda Kota Makassar 
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.  
 
B. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyeleggaraan Izin Usaha 
Panti Pijat di Kota Makassar 
Dasar Hukum penyelenggaraan usaha Panti Pijat di Kota 
Makassar adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang 
Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Peraturan ini mengatur tentang 
penyelenggaraan usaha pariwisata mulai dari hak dan wewenang pihak 
penyelenggara dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar, Penyelenggara 
Usaha, sampai dengan masyarakat sebagi konsumen usaha pariwisata. 
Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa seluruh pihak yang merupakan 
stakeholder dalam usaha pariwisata bertanggungjawab dalam 
teruwjudnya pelaksanaan peraturan ini di Kota Makassar.  
Hal ini selaras dimana kemudian penulis melihat masalah dalam 
penelitian terkait dengan persoalan pelaksanaan perizinan usaha 
Pariwisata yang dalam hal ini adalah Usaha Panti Pijat, dalam rangka 
menciptakan suatu keadaan yang terkendali dan kondusif dalam hal 
pelaksanaan izin serta pengawasan terhadapnya, maka diperlukan 
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sebuah parameter untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu 
ketentuan tersebut diatas dapat dilaksanakan secara efektif atau tidak. 
Membicarakan soal efektifitas pelaksanaan ketentuan, hal tersebut tidak 
luput dari persoalan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah 
fenomena-fenomena hukum dan sosial dalam penerapan sebuah kaidah 
hukum dalam kenyataan sebagai parameter efektif atau tidaknya 
penegakan aturan tersebut. Faktor faktor yang mempengaruhi tersebut 
menurut Soerjono Soekanto meliputi 43:  
1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan;  
2. Faktor aparat penegak hukum;  
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan 
hukum; 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum 
tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan 
kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam 
perilaku masyarakat;  
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.  
                                                          
43
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum, Edisi Pertama. Rajawali Pers, 
Jakarta: 2014, hlm. 8. 
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Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lain, oleh 
karena merupakan esensi dari penegakan hukum atau penyelenggaraan 
suatu ketentuan yang berdasar atas hukum, serta juga merupakan tolak 
ukur dari pada efektivitas penyelenggaraannya. Dengan demikian, maka 
kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini, 
berdasarkan pengamatan penulis dalam proses penelitian yang kemudian 
dihubungkan dari data atau hasil survey yang ada di lapangan.  
Berdasarkan beberapa penjelasan berkaitan dengan faktor-faktor 
tersebut, berikut ini beberapa faktor yang secara riil berpengaruh terhadap 
pelaksanaan izin pada usaha pariwisata yang dalam hal ini adalah usaha 
Panti Pijat di Kota Makassar : 
1. Faktor aparat penegak hukum. 
Pemerintah Kota Makassar sebagai regulator yang mengatur 
penyelenggaraan perda  memiliki tanggung jawab yang paling besar. 
Seperti yang diamanatkan di dalam pasal 35 dan pasal 6 yang telah 
dipaparkan sebelumnya di atas. Dan lebih lanjut terkait masalah teknis 
cara pemeberian izin telah di atur dalam Perwali Kota Makassar Nomor 20 
tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin pada Pemerintah Kota 
Makassar serta terkait masalah teknis pelaksanaan perizinannya di atur 
dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2015 tentang 
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Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya untuk izin 
usaha pariwisata di Kota Makassar termuat dalam Peraturan tersebut pada 
pasal 23 tentang Izin Usaha Kepariwisataan. Hal ini telah membuktikan 
bahwa dalam pelaksanaan usaha panti pijat termasuk masalah 
perizinannya sudah memiliki payung hukum yang menjadi suatu landasan 
dan dasar dalam penyelenggaraannya, yang mengikat mulai dari pihak 
pemerintah, masyarakat, maupun para pelaku bisnis panti pijat itu sendiri. 
Namun bukan berarti apa yang telah di atur sedemikian kompleks dalam 
suatu aturan telah memberikan implementasi yang baik pula.  
Dalam penelitian ini, penulis menilai bahwa aturan terkait dengan 
penyelenggaraan izin usaha panti pijat sudah baik, yang di dalamnya 
sudah mengatur terkait dengan prosedur, mekanisme, hak dan kewajiban 
serta larangan dari badan usaha pariwisata, tugas dan wewenang 
penegak hukum dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh dinas dan 
badan terkait. Namun, pada kenyataannya, aturan yang sudah baik itu 
masih belum sesuai dengan penyelenggaraannya di lapangan dimana 
penulis masih mendapati beberapa pelanggaran yang terjadi, hal tersebut 
melahirkan sebuah konsekuwensi bahwa penyelenggaraan aturan dan 
pengawasan pemerintah masih belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan 
masih adanya pelanggaran yang terjadi meskipun pemerintah telah 
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melakukan upaya pengawasan dan monitoring terhadap panti pijat yang 
beroperasi di Kota Makassar.  
Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang 
menyatakan bahwa salah satu gangguan terhadap penegakan hukum atau 
penyelenggaraan suatu aturan yang ditandai dengan adanya pelanggaran 
yang terjadi adalah belum maksimalnya kinerja dari aparat penegak hukum 
atau pihak penyelenggara terhadap pihak pelanggar itu sendiri44. Terkait 
dengan faktor aparat penegak hukum dalam pembahasan ini, Bapak Safar 
dari dinas pariwisata saat diwawancarai oleh penulis juga mengatakan 
bahwa : 
”memang diakui bahwa semua pelanggaran terkait masalah perizinan 
yang terjadi di lapagan tidak terlepas dari lalainya pihak pemerintah 
yang mengkordinir usaha panti pijat yang beroperasi di Kota 
Makassar secara intens dan berkala. Hal ini juga tidak terlepas dari 
informasi yang masih kurang karena tidak bisa dipungkiri bahwa kami 
dari dinas pariwisata yang termasuk dalam salah satu staff tim 
pengawas yang memiliki tugas dalam hal pengawasan atas izin 
usaha pariwisata termasuk panti pijat tidak terpaku pada usaha itu 
sendiri setiap hari bahkan setiap saat. Serta faktor lain dalam hal 
pengawasan untuk usaha panti pijat ini, bahwa jumlah personil yang 
masih kurang dibandiingkan jumlah usaha panti pijat yang ada di 
Makassar.” 
Berdasarkan hal tersebut menurut penulis, penegak hukum atau 
pihak pemerintah Kota Makassar untuk lebih intens dan berkala dalam hal 
pengawasan serta penambahan jumlah personel tim pengawas agar lebih 
                                                          
44
 Ibid. Hlm. 17 
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optimal dalam melakukan monitoring, tidak terlepas juga dari pemberian 
sanksi yang tegas atas pelanggaran yang terjadi kepada setiap usaha 
panti pijat yang beroperasi di Kota Makassar.  
Menurut penulis, sanksi administrasi berupa surat teguran sampai 
pencabutan izin usaha seharusnya sudah cukup untuk mengakomodir 
penyelenggaraan usaha karaoke. Namun jika melihat pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi merupakan jenis pelanggaran yang sama dan 
terus berulang, bukan tidak mungkin untuk aparat penegak hukum dalam 
hal penyelenggaraan usaha panti pjat ini memeberikan sanksi yang tegas. 
Misalnya dengan sanksi langsung penutupan usaha tanpa perlu melalui 
beberapa tahap pemberian surat teguran. Dengan pemberian sanksi 
penutupan secara langsung yang lebih tegas, maka efek jera dari sanksi 
tersebut akan lebih terasa dan secara tidak langsung akan menciptakan 
masyarakat yang sadar hukum. 
2. Faktor masyarakat,  
Salah satu Faktor selanjutnya menurut penulis yang menjadi 
kendala atau hambatan dalam hal penyelenggaraan izin dari usaha 
pariwisata berbasis panti pijat adalah faktor masyarakat, yakni 
lingkungan sosial dimana aturan yang berlaku atau diterapkan, 
berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan atas aturan yang 
dimaksud dan diimplementasikan dalam perilaku masyarakat.  
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Perilaku dari masyarkat disini adalah para pelaku bisnis usaha 
panti pijat yang tidak jarang kedapatan atau terbukti melanggar atau 
menyalahi aturan atas izin usaha yang dijalankannya. Hal ini di buktikan 
dari hasil observasi penilis dalam proses penelitian. Mulai dari 
pelanggaran atas waktu operasi usaha, pelanggaran dari segi 
administrasi dimana beberapa izin dari usaha tersebut ada yang sudah 
kadaluarsa dan masih tetap beroperasi, serta penyelenggaran kegiatan 
usaha yang tidak sesuai dengan aturan yang ada yaitu pada Perda Kota 
Makassar Nomor 5 tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata 
dan Perwali Kota Makassar Nomor 60 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di 
Dinas Pariwisata Kota Makassar kepada Ibu Rusmayani Madjid Kepala 
Dinas Pariwisata Kota Makassar bahwa terkadang ketika Tim Pengawas 
melakuka pengawasan dan inspeksi langsung ke lokasi panti pijat, 
secara otomatis ketika adanya suatu pelanggaan yang terjadi di 
lapangan, pemilik usahalah yang semestinya dimintai keterangn dan 
kemudian diberikan teguran. Namun terkadang kondisi di lapangan tidak 
sesuai dengan hal tersebut, dimana para pemilik usaha panti pijat yang 
bersangkutan susah untuk ditemui dan ketika perwakilan dari pemilik 
usaha tersebut yang dimintai keterangan dan dijadikan sebagai pihak 
penerima informasi terkait pelaksanaan usaha panti pijatnya, tapi 
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kenyataannya informasi tersebut tidak sampai pada pemilik usaha. 
Entah itu hanya sebagai alasan semata ataukah memang benar 
adanya.    
Hal tersebutlah kemudian menjadi suatu refleksi tindakan 
masyarakat dalam hal ini adalah pelaku bisnis usaha panti pijat 
terhadap aturan yang ada. Dan dari fenomena tersebut menurut penulis, 
diperlukan suatu peningkatan pemahaman dan kesadaran terkait 
pelaksanaan usaha panti pijat yang lebih terkendali dan sesuai dengan 
jalur atau ketentuan yang mengikatnya. Selain itu, pihak pemerintah 
sebagai aparat Negara yang mengakomodir permasalahan ini untuk 
lebih meningkatkan sosialisasi serta pengawasan berkala agar 
masyarakat juga semakin paham dan sadar terhadap tindakan yang 
sesuai untuk diterapkan.  
Seperti yang dikatan oleh Ibu Rusmayani Madjid Kepala Dinas 
Pariwisata Kota Makassar bahwa45 : 
“Dalam proses pengawalan terkait dengan pelanggaran yang 
dilakukan untuk usaha panti pijat, tim pengawas yang kami 
terjunkan langsung ke lapangan tidak jarang melaporkan hasil dari 
pengawasan yang dilakukan, sering kali pemilik usaha yang 
dimana usahanya kedapatn melanggar itu mengelak dengan 
mengandalkan banyak macam alasan untuk mengelak seperti 
untuk pelanggaran izin yang kadaluarsa, ada pemilik usaha yang 
beralasan bahwa dia tidak sempat memantau batas daluarsa dari 
izin nya itu, dan setelah tim memberikan diapensasi waktu untuk 
menyelesaikan maslah izinnya, tetap saja masih belum 
                                                          
45
 Hasil wawancara Ibu Rusmayani Madjid Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar Tanggal 12 April 
2017 
78 
 
diselsaikan, dan saat tim kembali untuk memperingati, alasannya 
adalah masih belum ada waktu untuk melaukan pembaruan izin”. 
 
Lebih lanjut penulis menilai bahwa memang perlu adanya pembenahan 
system seperti peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh 
pemerintah berdasarkan aturan yang ada maupun peningkatan 
kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk lebih professional dan taat 
atas aturan yang ada untuk menciptakan suatu system 
penyelenggaraan izin dari badan usaha pariwisata dalam hal ini adalah 
panti pijat yang lebih baik dan terkendali.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah melakukan penelitian, penulis kemudian menarik 
kesimpulan sebagai berikut :  
1. Pelaksanaan perizinan terkait izin usaha pariwisata yang dalam hal 
ini adalah panti pijat di Kota Makassar berjalan dengan kurang baik, 
meskipun telah ditetapkan aturan yang sudah jelas, mekanisme dan 
perosedur atas pelaksanaan izin usaha untuk beroperasi di Kota 
Makassar sudah cukup maksimal. Namun begitu, masih terdapat 
kekurangan dalam penyelenggaraan izin usaha panti pijat karena 
adanya beberapa ketidaksesuaian antara aturan yang mengikat 
dengan implementasi yang diterapkan di lapangan. Dimana 
keridaksesuaian tersebut diklasifikasikan berdasarkan pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi yaitu :  
a. Izin usaha yang kadaluarsa 
b. Melanggar aturan jam kerja yang seharusnya tidak lewat dari 
pukul 22.00 WITA. 
c. Ruangan kerja yang gelap (remang-remang). 
d. Adanya pelanggaran keasusilaan. 
e. Beroperasi pada hari raya yang ditetapkan oleh pemerintah. 
f. Tidak adanya standar khusus dan standar kompetensi usaha. 
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Selain itu terkait pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh 
pemerintah dalam penyelenggaran usaha panti pijat masih kurang 
maksimal yang ditandai dengan : 
a. Kurangnya pemantauan yang dilakukan pemerintah secara rutin 
dan berkala 
b. Pemerintah masih terbilang hanya mengandalkan informasi yang 
masuk dari masyarakat terkait pelanggaran yang ada untuk 
kemudian dilakukan inspeksi dan/atau pengawasan langsung ke 
lokasi panti pijat yang bersangkutan 
c. Kurangnya sosisalisasi yang dilakukan pemerintah kepada para 
pelaku usaha panti pijat 
2. Dalam pelaksanaan izin untuk usaha panti pijat yang termasuk 
dalam salah satu jenis dari usaha pariwisata tidak terlepas dari 
beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang dimaksud 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :  
a. Faktor aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Tim 
pengawas yang masih terkendala melalui kurangnya jumlah 
personel dibandingkan dengan jumlah usaha panti pijat yang 
diawasi, kurang tegasnya pemberian sanksi yang diberikan oleh 
pemerintah kepada panti pijat yang melanggar, serta lalainya 
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pemerintah dalam hal melihat pelanggaran yang terjadi sehingga 
pelanggaran yang tersebut terjadi berulang kali. 
b. Faktor masyarakat yaitu kurangnya kesadaran hukum atas aturan 
yang berlaku di ruang lingkup pelaksanaan usaha panti pijat, para 
pemilik usaha yang jarang ditemui ketika ada tim pengawas yang 
sedang melakukan monitoring untuk pemberian informasi dan 
peringatan terkait penyelenggaraan usaha panti pijatnya.  
B. Saran – Saran 
Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam tuisan 
ini ialah sebagai berikut : 
1. Diperlukan pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih ketat 
terhadap penyelenggaraan usaha penti pijat, selain itu pemerintah 
untuk tidak hanya mengandalkan informasi atas laporan yang 
masuk terkait dengan pelanggaran yang terjadi. Oelh karena itu 
diharapkan bahwa Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha untuk 
turun ke lapangan secara intens dan berkala, juga dengan 
sosialisasi aturan kepada masyarakat sehingga pengawasan 
terhadap usaha panti pijat dapat berjalan dengan lebih baik.  
2. Selain dari kinerja pemerintah yang harus ditingkatkan, kesadaran 
serta peran dari masyarakat juga dibutuhkan untuk lebih patuh dan 
memahami segala ketentuan yang telah di atur dalam 
penyelenggaraan usaha panti pijat agar pelaksanaan usaha 
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pariwisata terkhsusnya dalam hal perizinan yang sudah dimiliki oleh 
setiap badan usaha panti pijat akan lebih terkendali dan patuh akan 
hukum. 
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